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CAMAT MANIANGPAJO KABUPATEN WAJO

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesual
dengan asas penyelengggaraan pemerintah vang baik, dan guna mewujudkan
kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak vang terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menctapkan standar
pelayanan |

bahwa untuk memerikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan
sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggaraan
schingga mendapat kepercayaan masvarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan
stadar pelayanan publik .

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan keputusan Camat Maniangpajo Kabupaten Wajo
tentang Standar Pelayanan;

. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038 ),

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494 ),

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke Dua
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia No.5679 ),

Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelavanan publik ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomer 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357 );

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;



6. Peraturan Daerah Kab Wajo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 No.6
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo No.62 ) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kab.Wajo No.| Tahun 2019 tentang perubahan
perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang
pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 No.1
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Maniangpao tentang standar Kecamatan Maniangpajo Kabupaten

Wajo .

Kesatu - Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Maniangpajo sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini.

Kedua - Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Maniangpajo sebagaimana dimaksud

dalam pada DIKTUM KESATU meliputi Ruang Lingkup :
a. Pembenan Surat Pengantar permohonan IMB

b. Pelayanan Perekaman E-KTP:

Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga

Pelayanan Surat Keterangan Pindah Penduduk
Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran

Pelayanan Penerbitan Akta Kematian

Pelayanan Penerbitan KIA

Pelayanan Penerbitan Akta Jual Beli

Pelayanan Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah
Pelayanan Pengantar Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

el R U -

Ketiga . Standar pelayanan sebagsimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib
dilaksanakan oleh penyelenggara / Pelaksana dan sebagai acuan dalam penialaian
kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di - Anabanua
Pada Tanggal : 02 Januari 2023




Lampiran :  Keputusan Camat maniangpajo

Nomor -Qi'e TAHUM 2013
Tanggal - 9 Januan 2023
Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Maniangpajo

STANDAR PELAYANAN
1. Pemberian Surat Pengantar Permohonan IMB
Service Delivery
| 1. | Persyaratan

a  Berkas IMB ( Pengatar dan Kelurahan, Permohonan IMB, SPPT,Surat Keterangan
Penguasaan Tanah, KTP, Surat Keterangan Tanah tidak dalam kasus sengketa dan
Lampiran lainnya )

[ ]

Sistem Mekanisme dan Prosedur

Miasyarakat [ Melapor pada Skl Ekbang Penandatan Pemberian stampel
Tamu yang Pelugas Menerima, Memer s ganan pada Berkas dan
bekepentingan | — ™ | Penerima —® | dan maregistrasi —%| perkasalen | memyershian kepads
Tamu berias Camat masyarakat
Prosedur

a  Masyarakat /tamu datang ke kantor Kecamatan dan melapor kepada petugas penerima
tamu ,mengisi buku tamu dan menyampaikan maksud dan tujuan

b. Petugas penerima tamu menujukan ruangan Kepala Seksi Perekonomian dan
Pembangunan

¢c. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan/ staf yang bertugas menerima berkas dan
memeriksa kelengkapannya serta meregistrasi berkas .

d Staf/Petugas yang bertugas membawa berkas ke ruangan Camat untuk di tandatangani

¢. Berkas di stempel dan di serahkan kepada masyarakat vang berkepentingan

3. | Jangka Waktu Penyelesaian
' a. 1( Satu) Jam apabila Camat berada di Kantor
b. 1( Satu ) Hari apabila Camat tdak berada di Kantor ( Dinas Luar)
4 | Biaya ( Tarif ) )
Gratis
5, | Produk Lavanan
Legalisasi Berkas IMB
6. | Penanganan Penaduan, Saran dan Masukan

a. Pengaduan Dapat dilakukan melalui
|. Tatap muka / secara langsung pada petugas layanan
2, Aplikasi SPAN LAPOR
- WA 081144301212

TLP. 081144301212

k. Alur Penanganan Aduan

Masyarakat/ Tami Petugas pengelola Tim mengelola aduan Masyarakat [ tiamu
menyampalakan acuan adizan menerima aduan menerima jawaban
secira flisan/tertulis > g —# aduan

atay melalul telefon

¢. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan
|. Pengaduan yang disampaikan secara langsung akan langsung di respon oleh petugas
lavanan
2. Pengaduan yang disampaikan secara tertulis akan di jawab selambat-lambatnya 5 Hari
kerja




Manufacturing

Dus;; i!u kum

a.  Peraturan Daerah Kab, Wajo No.5 Tahun 2018 tentang Perumahan dan Kawasan
Pemukiman

b. Peraturan Daerah Kab, Wajo No.34 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan

2

Surans dan Prasarana / fasilitas

Tempat parkir

Ruang pelayanan

Komputer, Pninter, ATK dan Internet
Buku Registrasi

po TP

Kompetensi Pelaksana

Mampu mengoperasikan computer berbasis internet

Memahami tugas dan fungs: jabatan

Memahami SOP

Memahami peraturan tentang IMB

Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin,cepat,sopan, ramah,adil.terbuka, sabar
komunikatif kreatif inovasi dan tangung jawab

L S

Pengawasan Internal

a Pengawasan interbal dilakukan oleh Kepala Seksi Perckonomian dan Pembangunan
b. Pengawasan Eksternal Oleh Dinas Pelayanan Terpadu

Jumlah Pelaksana

2 ( Dua ) Orang
a. Satu orang penanggung jawab
b. Satu orang pelaksana / staf

Jaminan Pelayanan

a. Pelayanan yang diberikan cepat tepat,lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana
pelayanan akan diberikan sankst yaitu mulai dari teguran lisan,leguran tertulis dan
seterusnya sesuai jenis /bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a. Pelayanan dilaksanakan diruang kantor dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai

standar sarana dan prasarana yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

a  FEvaluasi dilakukan setiap bulan oleh Seksi Perckonomian dan Pembangunan
Dan Camat




1, Pelayanan Perekaman E.KTP

Service Delivery

Persvaratan

l. Pembuatan E-KTP Baru
a. Foto Copy Kartu Keluarga

b. Foto Copy Akta Surat Kelahiran.

2. Pembuatan E-KTP karena hilang atau rusak
a. Surat keterangan kehilangan dari polisi
b. KTP vang rusak
¢. Foto Copy Kartu Keluarga

=

Sistem Mekanisme dan Prosedur

Magyarakat [ Migtapor pada Petugas Dokumen Operatos menyerahikan EXTE
Tamu yang Pestigas Kependudulan faiakulkan kepada masyarakat
bekepentingan | — | ‘Penerima | Menerims Memaeriksa | perepaman dan  —
Tamu kefenghapan berkas mencetk E-KTP
Prosedur

a. Masyarakat /tamu datang ke Kantor Kecamatan dan melapor kepada petugas penerima
tamu ;mengisi buku tamu dan menyampaikan maksud dan tujuan

b. Petugas penerima tamu menujukan ruangan pelayanan dokumen kependudukan

c. Petugas pelayanan dokumen kependudukan menerima berkas dan memeriksa
kelengkapannya ,

d. Petugas pelayanan dokumen kependudukan melakukan perekaman dan mencetak E-KTP

e. EKTP di serahkan ke Masyarakat/tamu yang berkepentingan

Jangka Waktu Penyelesaian

a 2 ( han) han kenja
- Hari pertama dilakukan perekaman dan menunggu persetujuan dari Dinas Capil
- Han kedua pencetakan E-KTP ( apa bila blangko tersedia di Kecamatan)
. 7{ tujuh ) Hari apa bila Blangko tidak tersedia
¢.  Diaktifkan Aplikasi IKD di HP Android/ Dicetakkan Draf bukti perekaman apabila
tidak ada kepastian ketersediaan blangko di Kabupaten

Biava ( Tarif )

Grafis

Produk Lavanan

Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( E-KTP)

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

a.Pengaduan Dapat dilakukan melalui
|. Tatap muka / secara langsung pada petugas layanan
2. Aplikasi SPAN LAPOR
- WA 081144301212
- TLP. 081144301212
b.Alur Penanganan Aduan

MWasyarakat/Tamu Petugas pengefoia Tim mengzlala aduan Wasyarakat / tamu
meryampalakan aduan aduan menerima aduEn menerima jawaban
secara flisan/tertulis - _.| —®» aduan

atau melalul telefon

c.Jangka Wakiu Penyelesaian Pengaduan
|. Pengaduan yang disampaikan secara langsung akan langsung di respon oleh petugas
layanan
2. Pengaduan vang disampaikan secara tertulis akan di jawab selambat-lambatnva 5 Hari
kerja




Manufacturing

Dasar Hukum

a. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan

b. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksana Perda Nomor 39
Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Adminisirasi Kependudukan

Sarana dan Prasarana [ fasilitas

a. Tempat parkir

b. Ruang pelayanan ( Ruang Tunggu dan Kursi )

¢. Perangkat Komputer SIAK Printer, Kamera Folo, Perangkat Sidik Jari Perangkat Sidik
Mata Perangkat Tanda Tangan Blangko EKTP ATK,

d. Buku Registrasi

Kompetensi Pelaksana

Mampu mengoperasikan computer berbasis internet dan Aplikasi SIAK
Menguasai administrasi perkantoran

Memahami tugas dan fungsi jabatan

Memahami SOP

Memahami peraturan tentang Administrasi Kependudukan

Memiliki etika pelayanan vaitu disiplin,cepat,sopan, ramah,adil terbuka, sabar
komunikatif kreatif inovasi dan tangung jawab

me Lo o

Pengawasan Internal

a  Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Seksi Tata Pemenntahan
b. Pengawasan Eksternal dilakukan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah Pelaksana

3.( tiga) Orang
a. Satu orang penanggung jawab
b. Dua orang pelaksana / Operator

Jaminan Pelavanan

a. Pelayanan yang diberikan cepat,tepatlengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana
pelayanan akan diberikan sanksi yaitu mulai dari teguran lisan teguran tertulis dan
seterusnya sesuai jenis /bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a. Pelayanan dilaksanakan diruang kantor dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai
standar sarana dan prasarana yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

a  Fvaluasi lakukan setiap bulan oleh Seksi Tata Pemerimahan dan Camat




3. Pelayanan Kartu Keluarga ( KK)

Service Delivery

Persyaratan

.  Pembuatan KK Baru
a. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan
b. Mengisi Blangko KK F-1.01
¢. Asli KK lama ( KX orang tua bagi yang pisah KK atau KK merah bagi yang baru membuat
KK SIAK )
d. Foto Copy pendukung lainnya apabila diperlukan seperti : Surat Nikah, ljazah , Akta Surat
Kelahiran.
2. Pembuatan KK karena perubahan data
a. Surat Pengantar Desa / Kelurahan
b. Mengisi Blangko isian KK.F-1.16
¢. KK Siak Lama
d. Mengisi blangko F.1-05
e. Foto Copy data pendukung seperti : Surat Nikah,Akta Cerai, Akta Kelahiran, Surat
Keterangan Kematian, ljazah
3. Pembuatan /Penerbitan KK karena hilang atau rusak
a. Surat keterangan kehilangan dani polisi
b. KK yang rusak
c. Foto Copy KTP atau menujukan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga

I8 ]

Sistem Mekanisme dan Prosedur

Masyarakat [ Melapor pada Petugas Dokurmien Dpoerator menyerahkan
Tamu yang Petugas Eapendudukan Melakiukan Entri Dokurnen KX
bekepentingsn |~ ™ | Penerima —# | MenerimaMemerikss | ™| Data dan — | kepada
Tamu islengkapan berkas mencetak KK masyarskatTamu
Prosedur

a Masyarakat / tamu datang ke Kantor Kecamatan dan melapor kepada petugas pencrima
tamu ,mengisi buku tamu dan menyampaikan maksud dan fujuan

b. Petugas penerima tamu menujukan ruangan pelayanan dokumen kependudukan

c. Petugas pelayanan dokumen kependudukan menerima berkas dan memeriksa
kelengkapannya .

d Petugas pelayanan dokumen kependudukan melakukan perekaman dan mencetak
Dokumen KK

e. Dokumen KK di serahkan ke Masyarakat/tamu

Jangka Waktu Penyelesaian

a. | ( Satu) Hari apabila jaringan lancar
b, 2 ( Dua ) Hari apabila jaringan tidak lancar

Biaya ( Tarif )

(Gratis

Produk Layanan

Dokumen KK

Penanganan Penaduan, Saran dan Masukan

a Pengaduan Dapat dilakukan melalui
Tatap muka / secara langsung pada petugas layanan
Aplikasi SPAN LAPOR
WA. 081144301212
- TLP. 081144301212
b. Alur Penanganan Aduan

b fed e

MasyarakstiTamu pPetugas pengefola Tim mengelola aduan Masyarakat [ tamu
menyampalaban aduan adu=n menerima aduan menerima jawaban
secara flisan/tertuis — — —p| 2duan

atay medalul teiefon

¢. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan .

Pengaduan yang disampaikan secara langsung akan langsung di respon oleh petugas

layanan .

2. Pengaduan vang disampaikan secara tertulis akan di jawab selambat-lambatnya 5 Han
kerja

—




Manufacturing

A

Dasar Hukum

a. Peraturan Daerah Kab.Wajo Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan

b. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksana Perda Nomor 39 Tahun
2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

T

Sarana dan Prasarana / fasilitas

Tempat parkir

Ruang pelayanan ( Ruang Tunggu dan Kursi )
Perangkat Komputer SIAK  Printer dan ATK
Buku Registrasi

oo o

Knmp;tensi Pelaksana

Mampu mengoperasikan computer berbasis internet dan Aplikasi SIAK
Menguasai administrasi perkantoran

Memahami tugas dan fungsi jabatan

Memahami SOP

Memahami peraturan tentang Administrasi Kependudukan

Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin.cepat,sopan, ramah,adil terbuka, sabar
komunikatf kreatif,inovasi dan tangung jawab

mo Ao oo

Pengawasan Internal

a. Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Seksi Tata Pemenntahan
b, Pengawasan Eksternal dilakukan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah Pelaksana

3( tiga) Orang
a, Satu orang penanggung jawab
b. Dua orang pelaksana/ Operator

Jaminan Pelayanan

a. Pelayanan yang diberikan cepat.tepat,lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan vang dilakukan oleh pelaksana
pelayanan akan diberikan sanksi yaitu mulai dari teguran lisan.teguran tertulis dan
seterusnya sesuai jenis /bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a  Pelayanan dilaksanakan diruang kantor dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai
standar sarana dan prasarana yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

a. Evaluasi lakukan setiap bulan oleh Seksi Tata Pemerintahan dan Camat




4. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Penduduk

Service Delivery

I. | Persyaratan

a.  Surat pengantar dari Desa/Kelurahan

b.  Mengisi Blangko KK F-1.02
¢.  Dokumen Asli Kartu Keluarga

Sistem Mekanisme dan Prosedur

c,

€

b.

d.

tamu ,mengisi buku tamu dan menyampaikan maksud dan tujuan
Petugas penerima tamu menujukan ruangan pelayanan dokumen kependudukan

Masyarakst / Melapor pada Petugas Dokemen Operatos menyerahkan
Tamu vang Petugas Kependudukan Melakulesn Entr Surat Keterangan
bekeperitingan | ™ | Panerima Menerima Memerikes Ciats dan pindah kepada
Tamu kelengkapan berkas mencetak Surat fmasyarakst/Tamu
Kot Pindah
Prosedur
a. Masyarakat /tamu datang ke Kantor Kecamatan dan melapor kepada petugas penerima

Petugas pelayanan dokumen kependudukan menenima berkas dan memenksa
kelengkapannya .

Surat Keterangan Pindah

Petugas pelayanan dokumen kependudukan melakukan entri data dan mencetak Dokumen

Surat Keterangan pindah di serahkan ke Masyarakat vang berkepentingan

3. | Jangka

‘Waktu Penyelesaian

a
b.

1 ( Jam} apabila jaringan lancar
| ( Hari ) apabila jaringan tidak Lancar

Biava ( Tarif )

Giratis

Produk Layanan

Surat Keterangan Pindah

Penanganan Penaduan, Saran dan Masukan

a. Pengaduan Dapat dilakukan melalui

. Tatap muka / secara langsung pada petugas layanan

g

. Aplikasi SPAN LAPOR
WA 081144301212
TLP. 081144301212

b. Alur Penanganan Aduan

Masyarakat/Tamu
menyampaakan adusn
secara flsan/t=riulls
atau melalul teiefan

Petugas . pengelola
adisan menerima aduan

Tim mengelols aduan

Masyarakat / tamu
menerima jawahan
aduan

¢. Jangka Wakiu Penyelesaian Pengaduan

1. Pengaduan yang disampaikan secara langsung akan langsung di respon oleh petugas

layanan

2. Pengaduan vang disampaikan secara tertulis akan di jawab selambat-lambatnya 5 Hari

kerja




Manufacturing

Dasar Hukum

a. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Penyelengparaan Administrasi
Kependudukan

b. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksana Perda Nomor 39 Tahun
2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Sarana dan Prasarana / fasilitas

a.  Tempat parkir

b. Ruang pelayanan ( Ruang Tunggu dan Kursi )
¢. Perangkat Komputer SIAK, Printer dan ATK
d. Buku Registrasi

Kompetensi Pelaksana

Mampu mengoperasikan computer berbasis internet dan Aplikasi SIAK
Menguasai administrasi perkantoran

Memahami tugas dan fungsi jabatan

Memahami SOP

Memahami peraturan tentang Administrasi Kependudukan

Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin.cepat sopan, ramah.adil terbuka, sabar
komunikatif.kreatif,inovasi dan tangung jawab

=0 an o

Pengawasan Internal

a. Pengawasan intemal dilakukan oleh Kepala Seksi Taia Pemerintahan
b. Pengawasan Eksternal dilakukan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jum lﬂ h PEIBE!IIIH

3( tiga) Orang
a. Satu orang penanggung jawab
b. Dus orang pelaksana / Operator

Jaminan Pelayanan

a. Pelayanan vang diberikan cepat,tepat,lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan vang dilakukan oleh pelaksana
pelayanan akan diberikan sanksi vaitu mulai dari teguran lisan teguran tertulis dan
seterusnya sesuai jenis /bobot pelanggaran dan ketentuan vang berlaku

a. Pelayanan dilaksanakan diruang kantor dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai
standar sarana dan prasarana yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

a. Evaluasi lakukan setiap bulan oleh Seksi Tata Pemerintahan dan Camat




5. Pelayanan Dokumen Akta Kelahiran

Service Delivery

|. | Persyaratan -

1. Akta Kelahiran Anak Baru Lahir
a. Pengantar Desa/Kelurahan
b. Kartu Keluarga Asli
¢. Mengisi Formulir F.2.01-Kelahiran dan F1-02
d. Foto Copy Buku Nikah Orang Tua
¢. Buku Kontrol Kehamilan
f Foto Copy KTP Suami dan Istri
g. Foto Copy KTP Saksi

2. Akta Kelahiran Lanjut Usia

Pengantar Desa/Kelurahan

Foto Copy Kartu Keluarga

Mengisi Formulir F 2.01-Kelahiran dan F1-02

Foto Copy Buku Nikah Orang Tua ( Jika ada )/ Mengisi Formulir tidak memiliki
buku nikah

¢. Foto Copy KTP Orang Tua ( Ibu dan Bapak ) jika masih hidup

f  Foto Copy KTP Saksi Orang vang lebih tua dari orang tuanya

eo o

1

Sistem Mekanisme dan Prosedur

Miaryaraiat [ Melapar pada Patugas Dokumen Dparator menyerakian
Tamu yang Petugas Kependudukan Melakukan Entri Akta Kelahiran
hekepentingan | ™ | Penerima — penerdimaMementkss [ | Data dan —# | kepads
Tamu kelengkapan barkas mencetak Akts masyarakat/Tamu
Kelahiran
Prosedur

a  Masyarakat / tamu datang ke Kantor Kecamatan dan melapor kepada petugas penerima
tamu ,mengisi buku tamu dan menyampaikan maksud dan tujuan

b Petugas penerima tamu menujukan ruangan pelayanan dokumen kependudukan

¢. Petugas pelayanan dokumen kependudukan menerima berkas dan memenksa

kelengkapannya .

d  Pelugas pelayanan dokumen kependudukan melakukan entri data dan mencetak Dokumen

Akta Kelahiran
e. Akta Kelahiran di serahkan ke Masyarakat/tamu

Jangka Waktu Penyelesaian_
a. | ( Hari) apabila jaringan Lancar karena menunggu persetujuan Dinas Capil

Biaya ( Tarif)

Gratis

Produk Layanan

Akta Kelahiran

Penanganan Penaduan, Saran dan Masukan

2 Pengaduan Dapat dilakukan melalui
|. Tatap muka / secara langsung pada petugas layanan
2. Aplikasi SPAN LAPOR
- WA 081144301212
- TLP. 081144301212
b. Alur Penanganan Aduan

Masyarakay/Tamu Polugas pEngeicis Tirm mengalols aduan Masyarakat / mmu
meryampaiakan aduan aduan menerima aduan mEnErima jFsaban
secara flisan/tertulls — — ——

atau medalil mlefon

¢. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan
1. Pengaduan yang disampaikan secara langsung akan langsung di respon oleh petugas
layanan

2. Pengaduan yang disampaikan secara tertulis akan di jawab selambat-lambatnya 5 Han

kerja




Manufacturing

Dasar Hukum

a. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Penyelengparaan Administrasi

Kependudukan
b. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksana Perda Nomor 39 Tahun

2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

[

Sarana dan Prasarana / fasilitas

a. Tempat parkir

b. Ruang pelayanan ( Ruang Tunggu dan Kursi )
¢. Perangkat Komputer SIAK Printer dan ATK
d Buku Registrasi

Kompetensi Pelaksana

Mampu mengoperasikan computer berbasis internet dan Aplikasi SIAK
Menguasai administrasi perkantoran

Memahami tugas dan fungsi jabatan

Memahami SOP

Memahami peraturan tentang Administrasi Kependudukan

Memiliki etika pelayanan vaitu disiplin,cepat,sopan, ramah.adil terbuka, sabar
komunikatif kreatif.inovasi dan tangung jawab

o an op

Pengawasan Internal

a. Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan
b. Pengawasan Eksternal dilakukan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah Pelaksana

3( tiga) Orang
a. Satu orang penanggung jawab
b. Dua orang pelaksana / Operator

Jaminan Pelavanan

a. Pelayanan vang diberikan cepat.tepat,lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana
pelayanan akan diberikan sanksi yaitu mulai dari teguran lisan teguran tertulis dan
seterusnya sesual jenis /bobot pelanggaran dan ketentuan vang berlaku

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a. Pelayanan dilaksanakan diruang kantor dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai
standar sarana dan prasarana yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

8. Evaluasi lakukan setiap bulan oleh Seksi Tata Pemerintahan dan Camat




6. Pelayanan Dokumen Akta Kematian

Service Delivery

1. | Persvaratan

a. Pengantar Desa/Kelurahan
b. Foto Copy KK
¢. Surat Keterangan Kematian / Penguburan dan Desa /Kelurahan

(2, | Sistem Mekanisme dan Prosedur

Masyarakat [ Melapor pada Petugas Dokumen Operatar menyerahkan
Tamu yang Pelugas Eependudidan helakulean Entri Akta Kematian
bekepentingsn | —® | Penerims —®  Mererima Memerikss [ ® | Data dan — | knpads
Tamu klemgkapan berkas mancetak Akta masyarakat/Tamu
Kematian
Prosedur

a Masyarakat /tamu datang ke Kantor Kecamatan dan melapor kepada petugas penerima
tamu ,mengisi buku tamu dan menyampaikan maksud dan tujuan

b. Petugas penerima tamu menujukan ruangan pelayanan dokumen kependudukan

¢. Petugas pelayanan dokumen kependudukan menerima berkas dan memeriksa
kelengkapannya .

d. Petugas pelayanan dokumen kependudukan melakukan entri data dan mencetak Dokumen
Akta Kematian

e. Akta Kematian di serahkan ke Masyarakat/tamu

|3 | Jangka Waktu Penyelesaian

a. 1 (Hari)apabilajaringan Lancar karena menunggu persetujuan Dinas Capil

4. | Biaya ( Tarif )

Gratis

5. | Produk Layanan

Akta Kematian

6. | Penanganan Penaduan, Saran dan Masukan

a. Pengaduan Dapat dilakukan melalui

Tatap muka / secara langsung pada petugas layanan
. Aplikasi SPAN LAPOR

WA, 081144301212

- TLP 081144301212

LI N T

b. Alur Penanganan Aduan

Masyarakat/Tamu
menyampaiaian aduan
seeara flizan/tertulls
atau metalul tesefon

Petiugs: pengelola
aduan menerima-aduan

Tim mengeioia aduan

Masyrakat / tamu
menerima jawaban
aduan

¢. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan .
|. Pengaduan yang disampaikan secara langsung akan langsung di respon oleh petugas

lavanan

2. Pengaduan vang disampaikan secara tertulis akan di jawab selambat-lambatnya 5 Han

kerja




Manufacturing

'1._| Dasar Hukum
|
a  Peraturan D
Kependur:ju I;l;:ﬂh Nomor 39 Tahun 201 ] Tentang Penyelengparaan Administrasi
b.  Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 Te .
2 ntang Petunjuk Pelaksana Perda Nomor 39
Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2. | Sarana dan Prasarana / fasilitas
I
a  Tempat parkir |
b.  Ruang pelayanan ( Ruang Tunggu dan Kursi )
¢ Perangkat Komputer SIAK
d Perangkat Printer
¢. Buku Registrasi
3, | Kompetensi Pelaksana
8. Mampu mengoperasikan computer berbasis internet dan Aplikasi SIAK
b.  Menguasai administrasi perkantoran
¢.  Memahami tugas dan fungsi jabatan
d. Memahami SOP
¢.  Memahami peraturan tentang Adminisirasi Kependudukan
. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin,cepat,sopan, ramah.adil terbuka, sabar
komunikatif kreatif inovasi dan tangung jawab
4 | Pengawasan Internal
a. Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Seksi Tata Pemenntahan
b. Pengawasan Eksternal dilakukan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5. | Jumiah Pelaksana
3( tiga) Orang
a. Satu orang penanggung jawab
b. Dua orang pelaksana / Operator
6. | Jaminan Pelayanan
a. Pelayanan yang diberikan cepat,tepat,lengkap dan dapat dipenz}nggungiawabkan
b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan nichlpciaksana
pelayanan akan diberikan sanksi yaitu mulai dan teguran lisan,teguran tertulis dan
seterusnya sesuai jenis /bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku
7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
| a Pelayanan dilaksanakan diruang kantor dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai
standar sarana dan prasarana yang berlaku
8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana
a. Evaluasi lakukan setiap bulan oleh Secksi Tata Pemenintahan dan Camat




7. Pelayanan Dokumen KIA ( Kartu Identitas Anak )

Service Delivery

| 1. [ Persyaratan

a. Foto Copy KK
b. Foto Copy Akta Kelahiran

[

Sistem Mekanisme dan Prosedur

Masyarakat / Melapor pads Petugas Dokumen Cperator menyerahkan Kia
Tamu yang Petugas Kapanduduian Melakukan Entri kepada
belepentingan | =% | panerima —® Menerimamemerkss " | Dpata dan —* | masyarakat/Tamu
Tamu kelengkapan berkas mancetak KA
Prosedur

4. Masyarakat /tamu datang ke Kantor Kecamatan dan melapor kepada petu |
tamu ,mengisi buku tamu dan menyampaikan maksud danI::juan il

b. Petugas penerima tamu menujukan ruangan pelayanan dokumen kependudukan

Petugas pelayanan dokumen kependudukan menerima berkas dan memeriksa

kelengkapannya .

d. Petugas pelayanan dokumen kependudukan melakukan entri data dan mencetak KIA

e. KIA di serahkan ke Masyarakat/tamu

o

3. | Jangka Waktu Penyelesaian

I a. 1(Jam )apabila jaringan Lancar

i Biaya ( Tarif)

Granis

5. | Produk Layanan

KIA ( Kartu Inentitas Anak )

6. | Penanganan Penaduan, Saran dan Masukan

a. Pengaduan Dapat dilakukan melalui
1. Tatap muka / secara langsung pada petugas layanan
2. Aplikasi SPAN LAPOR
- WA. 081144301212

TLP. 081144301212

b. Alur Penanganan Aduan

Masyarakat [Tamii Petugas pengelola Tim mengeiola aduan Masyarakat [ tamu
manyampalakan aduan aduan menarima adian menerirna Jawaban
zecsra fisan/tertulls — — | adiimn

atau metalui telefon

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan .
1. Pengaduan vang disampaikan secara langsung akan langsung di respon oleh petugas

layanan
2. Pengaduan yang disampaikan secara tertulis akan di jawab selambat-lambatnya 5

Hari kerja




Manufacturing

| Dasar Hukum

a.  Pelaksana Perda Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Penvelengzaraan Administrasi
Kependudukan

b.  Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksana Perda Nomor 39
Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

I

Sarana dan Prasarana / fasilitas

a. Tempat parkir

b. Ruang pelayanan ( Ruang Tunggu dan Kursi )
c. Perangkat Komputer SIAK_Pinter dan ATK

d.  Buku Registrasi

Kompetensi Pelaksana

Mampu mengoperasikan computer berbasis internet dan Aplikasi SIAK
Menguasai administrasi perkantoran

Memahami tugas dan fungsi jabatan

Memahami SOP

Memahami peraturan tentang  Administrasi Kependudukan

Memiliki etika pelayanan vaitu disiplin.cepat,sopan, ramah,adil_terbuka. sabar
komunikatif kreatif,inovasi dan tangung jawab

mOo o TR

|

Pengawasan Internal

a. Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Seksi Tata Pemenntahan
b. Pengawasan Eksternal dilakukan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

| Jumlah Pelaksana

3( tiga) Orang
a. Satu orang penanggung jawab
b. Dua orang pelaksana / Operator

Jaminan Pelayanan

4. Pelayanan yang diberikan cepat.tepat,lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan vang dilakukan oleh pelaksana
pelayanan akan diberikan sanksi vaitu mulai dari teguran lisan teguran tertulis dan
seterusnya sesuai jenis /bobot pelanggaran dan ketentuan vang berlaku

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a  Pelayanan dilaksanakan diruang kantor dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai
standar sarana dan prasarana yang berlaku

| Evaluasi Kinerja Pelaksana

a. Evaluasi lakukan setiap bulan oleh Seksi Tata Pemerintahan




8. Pelayanan Akta Jual Beli Tanah

Service Delivery

Persyaratan

a.
b.

C.

SPPT PBB Tahun Terbaru
Sertifikat/ bila ada
Surat Keterangan Kepemilikan tanah dari Desa / Kelurahan

2. | Sistem Mekanisme dan Prosedur
Masvarakar Maelspor pada Petugas Camat menelid Berkas di stempel
Tamu yang Petugas Mererima Memeriies dan dan diserahkan
bekepentingsn |~ | Penenma ¥ kelengkspanberkas ™ | menandatangsni | — kepata
| Tamu dan meregister Alkta Jual Bl masyarziat/Tami
Prosedur
a. Masyarakat /tamu datang ke Kantor Kecamatan dan melapor kepada petugas penerima
tamu ,mengisi buku tamu dan menyampaikan maksud dan tujuan
b. Petugas penerima tamu menujukan ruangan pelavanan Akta Jual Beli Tanah
¢. Petugas pelayanan menenima berkas dan memeriksa kelengkapannya serta Mengetik Akta
Jual Beli Tanah dan meregistrasi.
d. Petugas membawa Akta Jual Beli ke ruangan Camat untuk di tandatangani
e. Berkas di stempel dan di serahkan ke Masyarakat vang berkepentingan
3. | Jangka Waktu Penyelesaian
1 ( satu ) Hari Kerja
4. | Biaya ( Tarif )
1,5 % dari harga yang tertera di Jual Beli
5. | Produk Lavanan
Akta Jual Beli Tanah
6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Pengaduan Dapat dilakukan melalui

|. Tatap muka / secara langsung pada petugas layanan
2. Aplikasi SPAN LAPOR

- WA 081144301212

- TLP. 081144301212

b. Alur Penanganan Aduan
Masyarakst/Tami Petugas pengelols Tim mengoists aduan Masyarakat [ 1amu
mibfyampaiaien adusn sduan menerima aduan MEnEnma jawaban
secara flisan/tertuliz — — —p| =duan
atau medalul telefon

C.

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan
1. Pengaduan yang disampaikan secara langsung akan langsung di respon oleh petugas
layanan
2. Pengaduan yang disampaikan secara tertulis akan di jawab selambat-lambatnya § Hari
kerja




Manufacturing

T

Dasar Hukum |

a. Undang-Undang agrarian No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok pokok agraria
b. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendafiaran Tanah

Sarana dan Prasarana / fasilitas

Tempat parkir

Ruang pelayanan ( Ruang Tunggu dan Kursi )
Perangkat Komputer.Printer dan ATK

Buku Registrasi

oo

Kompetensi Pelaksana

Mampu mengoperasikan computer berbasis internet

Menguasai administrasi perkantoran

Memahami tugas dan fungsi jabatan

Memahami SOP

Memahami peraturan tentang pertanahan

Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin,cepat.sopan. ramah.adil terbuka, sabar
komunikatif kreatif inovasi dan tangung jawab

e en o

Pengawasan Internal

a Pengawasan internal dilakukan oleh Camat
b. Pengawasan Eksternal dilakukan Oleh BPN Kab Wajo

Jumlah Pelaksana

2( dua) Orang

4. Satu orang penanggung jawab
b. Satu orang pelaksana / Operator

Jaminan Pelayanan

a. Pelayanan yang diberikan cepat,tepat.lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan vang dilakukan oleh pelaksana
pelayanan akan diberikan sanksi vaitu mulai dari teguran lisan teguran tertulis dan
selerusnya sesuai jenis /bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku

|~

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a. Pelayanan dilaksanakan diruang kantor dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai
standar sarana dan prasarana yang berlakuy

Evaluasi Kinerja Pelaksana

a.  Evaluasi lakukan setiap bulan oleh Camat maniangpajo




9. Pelayanan Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah

Service Delivery

1. Persyaratan

B

2. Surat dari Desa/Kelurahan tentang pelimpahan wewenang penyelesaian kasus sengketa
tanah .

b. Bukti kepemilikan tanah
c.  Peninjauan lokasi sengketa
d Saksi

2. | Sistem Mekanisme dan Prosedur

Masyaraicat | Melapor pada Petugas traptih Kas| Trantib dan Masynrakat
Tamu yang Petugas Menenma,Memerikas T meaiasi menenma
bekepentingan |~ | penarima kelengkapanberkes % | anus / porkars % | kopitizan
Tamu sampal keputusan
Terakhir

Prosedur

| a. Masyarakat /tamu datang ke Kantor Kecamatan dan melapor kepada petugas penerima
tamu .mengisi buku tamu dan menyampaikan maksud dan tujuan

b. Petugas penerima tamu menujukan ruangan pelayanan Ketentraman dan Ketertiban

c. Petugas pelayanan menerima berkas dan memeriksa kelengkapannya

d. Petugas pelayanan mediasi kasus/perkara sampai keputusan terakhir

¢. Masyarakat yang berkepentingan menerima keputusan

=

Jangka Waktu Penyelesaian

4. 20 ( dua puluh ) Hari Kerja

4 | Biaya ( Tarif)

Giratis

5. | Produk Layanan

Mediasi Kasus/Sengketa Tanah

6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

| a. Pengaduan Dapat dilakukan melalui

I. Tatap muka / secara langsung pada petugas layanan
2. Aplikasi SPAN LAPOR

WA 081144301212

TLP. 081144301212

b. Alur Penanganan Aduan

atal melalui telefon

Masyarakat/Tamu Pelugas pengelola Tim mengsinla aduan Masyarakat | tamy
menyampaiakan aduan aduan manerima aduan FRENerima fiwaban
secara flsangterulis —pe| 2dimn

¢. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan

I.  Pengaduan yang disam

layanan

2. Pengaduan yang disampaikan secara
Hari kerja

paikan secara langsung akan langsung di respon oleh petugas

tertulis akan di jawab selambat-lambatnya 3




Manufacturing

Dasar Hukum

a. Peraturan Daerah Kab, Wajo No.16 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat

[

Sarana dan Prasarana / fasilitas

a. Tempat parkir
b. Ruang pelayanan ( Ruang Tunggu dan Kursi )
¢. Perangkat Komputer,Printer dan ATK

Kompetensi Pelaksana

a  Mampu mengoperasikan computer berbasis internet

b. Menguasai administrasi perkantoran

¢, Memahami tugas dan fungsi jabatan

d.  Memahami SOP

e. Memahami peraturan tentang pertanahan

. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin,cepat.sopan, ramah,adil.terbuka. sabar
komunikatif kreatif,inovasi dan tangung jawab

Pengawasan Internal

a. Pengawasan internal dilakukan oleh Camat selaku kepala OPD
b. Pengawasan Eksternal dilakukan oleh Danramil dan Kapolsek

Jumlah Pelaksana

2( dua) Orang
a Satu orang penanggung jawab
b. Satu orang pelaksana

Jaminan Pelayanan

a Pelayanan yang diberikan cepat,tepat.lengkap dan dapat dipertanggun gjawabkan

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana
pelayanan akan diberikan sanksi yaitu mulai dari teguran lisan teguran tertulis dan
seferusnya sesuai jenis /bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

ool

a. Pelayanan dilaksanakan diruang kantor dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai
standar sarana dan prasarana vang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

a.  Evaluasi lakukan setiap bulan oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban dan
Camat




10. Pelayanan Pengantar Pencairan Dana Desa dan Alolasi Dana Desa

Service Delivery

1. | Persyaratan

a. Berkas LPJ Dana Desa ADD
b.  Bukti Monitoring Kegiatan Fisik
c. Bukti Asistensi

2. | Sistem Mekanisme dan Prosedur

Aparat Dess Mstapor pada Petugas PMD Petugas PMD
yang Petugas hienerima Memerikss frermisivea surst
bekspentingtn |~ | Peoerima — ™ kolengkapan berkzz: [P pengantar di
Tamu ruangan Camat
untule di TTD

Surat pongantar
di Stempel dan

— | Disershkan ke

Aparat Desa yang
berképentingsn

Prosedur

.mengisi buku tamu dan menyampaikan maksud dan tujuan
Petugas penerima tamu menujukan ruangan pelavanan PMD
Petugas pelayanan menerima berkas dan memeriksa kelengkapannya

B oo

a. Aparal Desa datang ke Kantor Kecamatan dan melapor kepada petugas penerima tamu

Petugas pelayanan membuat surat pengatar dan membawa ke ruang Camat untuk di TTD
€. Sural pengantar di stempel dan di serahkan ke Aparat Desa yang berkepentingan

3. | Jangka Waktu Penyelesaian

7 ( tujuh ) Hari Kerja

4. | Biaya ( Tarifl )

Ciratis

|

Produk Layanan

Surat pengantar Pencairan dana Desa dan ADD

6, Peunggnan Pengaduan, Saran dan Masukan

a. Pengaduan Dapat dilakukan melalui
|. Tatap muka / secara langsung pada petugas layanan
2. Aplikasi SPAN LAPOR
WA. 081144301212
TLP. 081144301212

b. Alur Penanganan Aduan

Ma.-.w.raht_.f"l‘:mu Petugas pengeinty Tirn mangelols sduan Masyarakst / tamu
menyampaiakcan aduan FluAn mensdms aduan renerima jawaban
secara flsan/tertlic — — ad

—_— LA
atau melalui telefon

¢. Jangka Wakiu Penyelesaian Pengaduan

layanan

kerja

2. Pengaduan vang disampaikan secara tertulis akan di jawab selambat

I Pengaduan yang disampaikan secara langsung akan langsun £ di respon oleh petugas

-lambatnya 5 Har




Manufacturing

=

Dasar Hukum

a  Peraturan mentri keuangan No.146 Tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Desa di setiap
Desa dan penyaluran penggunaan Dana Desa TA 2024

b. Peraturan Bupati No.03 Tahun 2024 tentang pengalokasian ADD

¢. Peraturan Bupati Wajo No.01 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis & penyaluran Dana
Desa TA.2024

Sarana dan Prasarana / fasilitas

a. Tempat parkir
b. Ruang pelayanan ( Ruang Tunggu dan Kursi )
¢. Perangkat Komputer,Printer dan ATK

Kompetensi Pelaksana

Mampu mengoperasikan computer berbasis internet

Menguasai administrasi perkantoran

Memahami tugas dan fungsi jabatan

Memahami SOP

Memahami peraturan tentang pertanahan

Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin,cepat,sopan, ramah,adil terbuka, sabar
komunikatif kreatif inovasi dan tangung jawab

mean o

Pengawasan Internal

a Pengawasan internal dilakukan olch Camat selaku kepala OPD
b. Pengawasan Eksternal dilakukan oleh Dinas PMD

Jumlah Pelaksana

2( dua) Orang
a. Satu orang penanggung jawab
b. Satu orang pelaksana

Jaminan Pelayanan

a. Pelayanan yang diberikan cepat,tepat,lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan olch pelaksana
pelayanan akan diberikan sanksi yaitu mulai dari teguran lisan.teguran tertulis dan
seterusnya sesuai jenis /bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a. Pelayanan dilaksanakan diruang kantor dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai
standar sarana dan prasarana yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

a Evaluasi lakukan setiap bulan oleh Kepala Seksi PMD dan Camat




62 ]

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KACAMATAN MANIANGPAJO

KELURAHAN ANABANUA

Bopms PALOP0 RODE PO 0930

KEPUTUSAN LURAH ANABANUA
KECAMATAN MANIANGPAJO
NOMOR : 15.a/KPTS/ANB/2023

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA EANTOR
KELURAHAN ANABANUA KECAMATAN MANIANGPAJO

Menimbang

Mengingat

LURAH ANABANUA KECAMATAN MANIANGPAJO

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

pelayanan publik sesual dengan asas penvelenggaraan
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban berbagai pithak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayvanan, setiap penyelenggara
pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan

kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan
masyvarakat dan sclaras dengan kemampuan
penyelenggara schingga mendapat kepercayaan
masyarakat maka perlu disusun dan ditetapkan Standar
Pelavanan Publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Lurah Anabanua Kecamatan Maniangpajo

. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 144

Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik di
Provinsi Sulawesi Selatan.



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

PNoUE BN

MEMUTUSKAN :

Standar Pelayanan pada Kantor Kelurahan Anabanua
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini

Standar Pelayanan pada Kantor Kelurahan Anabanua
Kecamatan Maniangpajo meliputi produk/jenis pelayanan :

1. Pelayanan Penerbitan Administrasi Kependudukan (Surat
Pengantar Akta Kelahiran, Surat Keterangan Beda
Nama/Data, Surat Keterangan Domisili dan Surat
Keterangan Kematian

Pelayvanan Surat Keterangan Ahli Waris

Pelavanan Surat Permohonan Sertifikat Tanah, Balik
Nama, Pengoperan Hak dan SPPT

Pelayanan Surat Pengantar Nikah

Pelayanan Surat Keterangan Usaha

Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu

Pelayanan Surat Pengantar lzin Keramaian

Pelayanan Surat Pengantar SKCK

Standar Pelavanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU wajlb dilaksanakan oleh Penyelenggara dan
Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penialian
kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat
pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan
diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Anabanua
Pada Tanggal 02 Januari 2023

Pangkat : Penata Tingkat I,III/d
NIP. 19740115 199303 2 004



LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH ANABANUA

KECAMATAN MANIANGPAJO

NOMOR : 15.a/KPTS/ANB /2023

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR
KELURAHAN ANABANUA KECAMATAN MANIANGPAJO

1. Penerbitan Administrasi Kependudukan (Surat Pengantar Akta
Kelahiran, Surat Keterangan Beda Nama/Data, Surat Keterangan
Domisili dan Surat Keterangan Kematian.

Service Delivery (Proses Penyampaian Layanan)

1. Persyaratan

a. Dokumen/ hcrl_ca?penaﬁkung

b. Tanda pengenal/identitas

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Tamu / Pengguna \ Petugas Pelayanan ‘\:1 Menerima Layanan

Trih & Permohonan

\ Informasi

Prosedur :

Pemohon mengajukan Surat Pengantar Akta Kelahiran, Surat Keterangan
a. Beda Nama/Data, Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan
Kematian

Ditelaah dan diterima oleh petugas administrasi;

Penelitian berkas dan penanda tanganan pengantar,

Penyampaian berkas kepada operator;

Pengentrian data pemohon dan pencetakan dokumen;

Penelitian hasil cetak dokumen dan pembubuhan tanda tangan serta
stempel Kelurahan;

= o lele (s

Pengembalian berkas dan dokumen kepada petugas administrasi untuk
& disampaikan kepada pemohon.

3. Jangka Waktu Penyelesaian

1.Jam

4,  Biaya (Tarif)

Tidak Ada / Gratis

9.  Produk Layanan

Dokumen Surat Pengantar Akta Kelahiran, Surat Keterangan Beda Nama/Data,
Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Kematian

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

E‘_M“m d&E‘Et djl_:?ku_kan melalui :

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

3. Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id}

b. Alur Penanganan Pengaduan

Pejabat i
Pengguna Layunnn Pengelaly Tim Pengpuna Laynnan
Menyam pnﬂ{m'f aduan \":i. Pengadusn \3 Pengelola menerime jawaban
BECHEES menerima Pengaduan pengadunm
lisan /telepon / tertulis aduan

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;




—- Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan)

Dasar Hukum

4,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

FP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah

d.

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Atas Dasar Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Wajo Nomor 39 Tahun 2011

Tentang Administrasi Kependudukan

Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas

a.

Ruang pelayanan dan meja layanan informasi;

b.

Komputer, printer;

C1

Buku tamu dan register

Kompetensi Pelaksana

a.

Menguasal administrasi perkantoran

b.

Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

C.

Memahami regulasi juklak dan juknis

Pengawasan Internal

a. Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi

b.

Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus

€.

Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi

Jumlah Pelaksana

2 (Dua) Orang Staf

Jaminan Pelayanan

a.

Pelayanan  yang  diberikan  cepat, tepat, lengkap dan  dapat
dipertanggungjawabkan

Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh
pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan,
teguran tertulis dan seterusnya, sesua jenis/bobot pelanggaran dan
ketentuan yang berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a.

Disediakan ruang tunggu yang representatif

b. Disediakan tempat parkir yang aman

Evaluasi Kinerja Pelaksana

a Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala
~ Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 {satu) bulan;

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 {satu) kali dalam 1 (satu) tahun.




2. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

~ Service Delivery (Proses Penyampaian Layanan)

1. Persyaratan

a. Dokumen /berkas pendukung

b. Silsilah Keluarga Ditanda tangani oleh semua ahli waris diatas kertas yang
bermaterai

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

: Menerima Layanan
Tamu / Pengguna Perugas Pelayanan \“
Layanan \“ Informasi P?nnﬁnﬂ:aﬁ?n

Prosedur :

Pemohon mengajukan kelengkapan Administrasi

Memeriksa Kelengkapan administrasi dan Registrasi

Mengesahkan /Paraf Kasi Pemerintahan

Mengesahkan /Paraf Seklur

olaee| ®

Mengesahkan /Tanda Tangani Lurah

el

Diserahkan kepada petugas untuk distempel dan difotocopy

g. Menyerahan berkas dan dokumen kepada Pemohon

3. Jangka Waktu Penyelesaian

1 Harli Kerja

4. Biaya (Tarif)

Tidak Ada [/ Gratis

5. Produk Layanan

- Surat Pernyataan /Keterangan Ahli Waris

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

3. Online melalui website SP4N-LAPOR! {wmw,'lapﬂr,gu,id]

b. Alur Penanganan Pengaduan

Pejabat
Pengepuna Layanan Pengelala Tim Pengguna Layanan
MYM aluan Pengaduan .\\A Pengelaln \ menerima jawaban
gacara menerime Pengadunn pengaduan
lisan /telepon / tertulis adwan

¢. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;




— Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan)

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
c. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah;

Undang-undang Rl Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

% pokok Agraria;

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

a. Ruang pelayanan dan meja layanan informasi;

b. Komputer, printer, kertas;

¢. Buku Register

Kompetensi Pelaksana

a. Menguasai administrasi perkantoran

b, Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

c. Memahami regulasi juklak dan juknis

Pengawasan Internal

a. Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi

b. Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus

¢. Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi

Jumlah Pelaksana

2 (Dua) Orang Staf

Jaminan Pelayvanan

Pelayanan vang  diberikan cepat, tepat, lengkap dan  dapat

a dipertanggungjawabkan

Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh
pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan,
teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan
ketentuan vang berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a. Disediakan ruang tunggu vang representatif

b. Disediakan tempat parkir vang aman

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Kepa.’ta.
Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.




3. Pelayanan Surat Permohonan Sertifikat Tanah, Balik Nama, Pengoperan

Hak dan SPPT

~ Service Delivery (Proses Penyampaian Layanan)

1. Persyaratan

a. Delkumen /berkas pendukung

b. SPPT / STTS Tanah Tersebut

Tamu / Pengguna

Prosedur :

2, Sistem, Mekanisme dan Prosedur

\\i

Petugas Pelayanan
Informasi

Menenma Layanan
Permohonan
Informasi

Pemohon mengajukan kelengkapan Administrasi Surat Permohonan
Sertifikat Tanah, Balik Nama, Pengoporan Hak dan SPPT

Memeriksa Kelengkapan administrasi dan Registrasi

Mengesahkan /Paraf Kasi Pemerintahan

Mengesahkan /Paraf Seklur

o 0e B

Mengesahkan /Tanda Tangani Lurah

s

Diserahkan kepada petugas untuk distempel dan difotocopy

g. Menyerahan berkas dan dokumen kepada Pemohon

3. Jangka Waktu Penyelesaian

30 Menit

4. Biaya (Tarif)

Tidak Ada / Gratis

5. Produk Layanan

SPPT

Pelayanan Surat Permohonan Sertifikat Tanah, Balik Nama, Pengoperan Hak dan

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

3. Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)

b. Alur Penanganan Pengaduan

Pengguna Layanan
Menyampailtan adusn
SECATA

lisan /telepon /tertulis

Pejabat
Pengelola
Prngaduan
menering
aduan

S

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

Tim
Prngrlola
Pengadian

Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;




Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan)

Dasar Hukum

a.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah;

d.

Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria.

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

a.

Ruang pelayanan dan meja layanan informasi;

b.

Komputer, printer, kertas;

C.

Buku Register

Kompetensi Pelaksana

a.

Menguasai administrasi perkantoran

b.

Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP|;

C.

Memahami regulasi juklak dan juknis

Pengawasan Internal

a. Penclitian Berkas oleh Petugas Administrasi

b.

Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus

c.

Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi

Jumilah Pelaksana

2 (Dua) Orang Staf

Jaminan Pelayanan

a.

Pelayanan yang  diberikan cepat, tepat, lengkap dan  dapat
dipertanggungjawabkan

Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh
pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan,
teguran tertulis dan seterusnva, sesual jenis/bobot pelanggaran dan
ketentuan yang berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Disediakan ruang tunggu vang representatif

b. Disediakan tempat parkir yang aman

Evaluasi Kinerja Pelaksarna

= Dilakukan rapat vang dihadii oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala
" Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

b+

Survei Kepuasan Masyvarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 {satu) tahun.




4. Pelayanan Surat Pengantar Nikah

— Service Delivery (Proses Penyampaian Layanan)

1. Persyaratan

a. Dokumen /berkas pendukung

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Menerima Layanan
Tamu | Pengguns Petugns Pelayanan
Layanan \-\)- Informasi \& P‘;ﬂ“}:}h""‘ﬁ.m
Prosedur :
Pemohon mengajukan kelengkapan Administrasi Pelayanan Surat
Pengantar Nikah

Memeriksa Kelengkapan administrasi dan Registrasi

Mengesahkan /Paraf Kasi Pemerintahan

Mengesahkan /Paraf Seklur

Mengesahkan /Tanda Tangani Lurah

= lelale o @

Diserahkan kepada petugas untuk distempel dan difotocopy

g. Menyerahan berkas dan dokumen kepada Pemohon

1 (satu) hari kerja

3. Jangka Waktu Penyelesaian

1 Hari

4.  Biaya (Tarif)

Tidak Ada / Gratis

5. Produk Layanan

Surat Keterangan Penguasaan,/ Kepemilikan Tanah

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

3. Online melalui website SPAN-LAPOR! (www.lapor.go.id)

b. Alur Penanganan Pengaduan

Pejabat
Menyvampaikan aduan \SL Fragaduan \\\i Pengeloln \ menerima jawabon
BECITE menenma Pengaduan pengaduan
lisan/telepon/ tertulis AuEn

c. Jangka Waktu Penvelesaian Pengaduan:

Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;




— Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan)

Dasar Hukum

a‘

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Rl Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria.

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

ﬂ+

Ruang pelayanan dan meja layanan informasi;

b.

Komputer, printer, kertas;

cl

Buku Register

Kompetensi Pelaksana

a.

Menguasai administrasi perkantoran

b.

Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

C.

Memahami regulasi juklak dan juknis

Pengawasan Internal

a.

Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi

b.

Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus

c.

Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi

Jumlah Pelaksana

2 (Dua) Orang Staf

Jaminan Pelayanan

a.

Pelayanan vyang  diberikan cepat, tepat, lengkap dan  dapat
dipertanggungjawabkan

Apabila terjadi pelangparan terhadap standar pelayanan yvang dilakukan oleh
pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan,
teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan
ketentuan vang berlalu.

Jaminan Keamanan dan Kesclamatan Pelayanan

a.

Disediakan ruang tunggu yang represeutati_j_:'

b.

Disediakan tempat parkir yang aman

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala
Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

b.

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun,




5. Pelayanan Surat Keterangan Usaha

~ Service Delivery (Proses Penyampaian Layanan)

1. Persyaratan

a, Dokumen/berkas pendukung

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Menerima Layvenan
Tamu / Pengguna -\ RonIges SENyEnan ~ Permohonan
Layanan Informasi Infermasi

Prosedur :

a. Mengajukan Surat Keterangan Usaha
b. Menerima Berkas Usulan

¢.  Melakukan verifikasi berkas

d. Memeriksa dan memberi paraf berkas
e. Mengesahkan/Tanda Tangani Lurah

. Memberi stempel dan mengarsipkan
3. Jangka Waktu Penyelesaian )
10 Menit
4. Biaya (Tarif)

Tidak Ada / Gratis

5. Produk Layanan

Surat Keterangan Usaha

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

3. Oniine melalui website SP4AN-LAPOR! (www . lapor.go.id)

b. Alur Penanganan Pengaduan

Pejabat
Pengguna Layanan Tim Pengguna Layanan
Memyampailsan aduan \\-i Pengrdian \! Pengelela menerim jawaban
serara menerima | Pengaduan pengaduan
lisan /telepon /termalis adunn ‘

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;




6. Pelayanan Administrasi Keterangan Tidak Mampu

—~ Service Delivery (Proses Penyampaian Layanan)

1. Persyvaratan

a. Dokumen /berkas pendukung

b. Foto Rumah

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

\ Menerima Layanan
Permohonan
Informasi

Tamu / Pengguna Petugas Pelayanan
Lavanan \-\% Informasi

Prosedur :

Pemohon mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu

Memeriksa Kelengkapan administrasi dan Registrasi

Mengesahkan /Paraf Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan

Memeriksa dan Mengesahkan /Paraf Seklur

oo | P

Mengesahkan /Tanda Tangani Lurah

==

Diserahkan kepada petugas untuk distempel dan difotocopy

g Menyerahan berkas dan dokumen kepada Pemohon

1 (satu) hari kerja

3. Jangka Waktu Penyelesaian

30 Menit

4. Biaya (Tanf)

Tidak Ada / Gratis

5. Produk Layanan

Surat Keterangan Tidak Mampu

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

3. Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)

b. Alur Penanganan Pengaduan

Pejabat

Penpguna Layanan \\3 Pengelola Tim Pengguny Layatan
M pedkan adusn Pengaduan Pengelola ‘\‘g menerima jawaban

mrm“m nenerima \k\'i Pengnduan pengadian
tisan /telopon /tertulis aduan

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;




—- Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan)

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tshun
© 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
¢. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah;

IS

Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok,
d. Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo
(Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 10.

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

a. Ruang pelayanan dan meja layanan informasi;

b. Komputer, printer, kertas;

c. Buku Register

Kompetensi Pelaksana

a. Menguasai administrasi perkantoran

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

¢. Memahami regulasi juklak dan juknis

Pengawasan Internal

a. Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi

b. Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus

¢. Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi

Jumlah Pelaksana

2 (Dua) Orang Staf

Jaminan Pelayanan

Pelayanan  yang diberikan  cepat, tepat, lengkap dan  dapat

e dipertanggungjawabkan

Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh

b. pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan,
teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan
ketentuan vang berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a. Disediakan ruang tunggu vang representatif

b. Disediakan tempat parkir yang aman

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dilakukan rapat yang dihadii oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala
Secksi dan stafl minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

b.  Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.




- Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan)

1.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b.

PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah

d.

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 , Peraturan Bupati No.l Tahun
2014 , Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Persyaratan
Administrasi Penerbitan SPPT PBB-P2

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

a.

Ruang pelayanan dan meja layanan informasi;

b.

Komputer, printer, kertas;

.

Buku Register

Kompetensi Pelaksana

a.

Menguasai administrasi perkantoran

b.

Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP).

C.

Memahami regulasi juklak dan juknis

Pengawasan Internal

a,

Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi

b.

Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus

c+

Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi

Jumlah Pelaksana

2 (Dua) Orang Staf

Jaminan Pelayanan

a.

Pelayanan  yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan  dapat
dipertanggungjawabkan

Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh
pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan,
teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan
ketentuan yang berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

.

Disediakan ruang tunggu yang representatif

b.

Disediakan tempat parkir yang aman

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala
Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam | (satu) bulan;

b.

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu} kali dalam 1 (satu) tahun.




7. Pelayanan Surat Pengantar lzin Kearamaian

~ Service Delivery (Proses Penyampaian Layanan)

1. Persyaratan

a. Dokumen /berkas pendukung

b. Materai 10.000,-

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Tamu / Pengguna \'-\& Petugas Pelavanan \\:i Mc[;cmm;hzaﬁm
Layanan Informasi Sl
Prosedur :
a. Pemohon Mengajukan Permohonan Surat Pengantar Izin Keramaian
b. Melakukan verifikasi berkas
¢. Memeriksa dan memberi paraf berkas
d. Mengesahkan/Tanda Tangani Lurah
e. Memberi stempel

1 (satu) hari kerja

3. Jangka Waktu Penyelesaian

30 Menit

4. Biaya (Tarif]

Tidak Ada [/ Gratis

5. Produk Layanan

Pengantar Surat Keterangan Izin Keramaian

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

3. Online melalui website SP4N-LAPOR! (www lapor.go.id)

b. Alur Penanganan Pengaduan

Penggu Tim Pengguns Layanan
Menynm;;l:fg prs \l Penigelola menerima jawaban

sccars | Pengaduan pengaduan
lisan /telepon / tertulis ‘

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;




— Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan)

1.

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
c. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan.

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

a. Ruang pelayanan dan meja layanan informasi;

b. Komputer, printer, kertas;

c. Buku Register

Kompetensi Pelaksana

a. Menguasai administrasi perkantoran

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

c. Memahami regulasi juklak dan juknis

Pengawasan Internal

a. Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi

b. Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus

¢. Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi

Jumlah Pelaksana

2 (Dua) Orang Staf

o

Jaminan Pelayanan

Pelayanan  yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan  dapat

& dipertanggungjawabkan

Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yvang dilakukan oleh
pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, vaitu mulai dari teguran lisan,
teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan
ketentuan yang berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a. Disediakan ruang tunggu yang representatif

b. Disediakan tempat parkir yang aman

Evaluasi Kinerja Pelaksana

é Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala
Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 {satu) bulan;

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.




— Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan)

1.

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun
© 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
c. Pengelolasn Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah

Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 179 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
d. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

a. Ruang pelayanan dan meja layanan informasi;

b. Komputer, printer, kertas;

c. Buku Register

Kompetensi Pelaksana

a. Menguasal administrasi perkantoran

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

c. Memahami regulasi juklak dan juknis

Pengawasan Internal

a. Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi

b. Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus

¢. Penclitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi

Jumlah Pelaksana

2 (Dua) Orang Staf

Jaminan Pelayanan

Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat

& dipertanggungjawabkan

Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh
pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan,
teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan
ketentnan yang berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a. Disediakan ruang tunggu yang representatif

b. Disediakan tempat parkir yang aman

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala

8 Seksi dan staf minimal 1 [satu) kali dalam 1 [satu) bulan;

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Ditetapkan di Anabanua
Pada Tanggal 02 Januari 2023
LURAH ANABANUA

S.E.
nata Tingkat I,I11/d
NIP. 19740115 199303 2004




~ Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan)

1=

Dasar Hulkum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
¢. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah

Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 179 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
d. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

a. Ruang pelayanan dan meja layanan informasi,

b. Komputer, printer, kertas;

¢. Buku Register

Kompetensi Pelaksana

a. Menguasai administrasi perkantoran

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

c. Memahami regulasi juklak dan juknis

Pengawasan Internal

a. Penelitan Berkas oleh Petugas Administrasi

b. Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus

¢. Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi

Jumilah Pelaksana

2 (Dua) Orang Staf

Jaminan Pelayanan

Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan  dapat

& dipertanggungjawabkan

Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh
pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yvaitu mulai dari teguran lisan,
teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan
ketentuan yang berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a. Disediakan ruang tunggu yang representatif

b. Disediakan tempat parkir yang aman

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dilakukan rapat yang dihadin oleh Lurah, Sekretanis Lurah, Kepala

®  Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dhetagiﬁ;m di hnabanua
s -' 355 ]

Pangkat ; Penata Tingkat I,III/d
NIP. 19740115 199303 2004




PEMERINTAH KABUPATEN WA.IO

KACAMATAN MANIANGPAJO
KELURAHAN DUALIMPOE

JALAN POROS SENGKANG-PARE EMAIL: KELURAHANDUALIMEGMAIL.COM

KEPUTUSAN LURAH DUALIMPOE
KECAMATAN MANIANGPAJO
NOMOR : 11/KPTS/KDL/2023

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR
KELURAHAN DUALIMPOE KECAMATAN MANIANGPAJO

Menimbang

Mengingat

LURAH DUALIMPOE KECAMATAN MANIANGPAJO

. L

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan vang baik, dan guna mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan  pelayanan, setiap  penyelenggara
pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan
kualitas dan kinerja pelayvanan sesuai kebutuhan
masyarakat  dan selaras  dengan kemampuan
penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan
masyarakat maka perlu disusun dan ditetapkan Standar
Pelayanan Publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Lurah Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo

. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038},

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357},

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 144
Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik di
Provinsi Sulawesi Selatan.



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Standar Pelayanan pada Kantor Kelurahan DUALIMPOE
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini

Standar Pelayanan pada Kantor Kelurahan DUALIMPQE
Kecamatan MANTANGPAJO meliputi produk/jenis pelayanan :
1. Pelavanan Penerbitan Administrasi Kependudukan (Surat
Pengantar Akta Kelahiran, Surat Keterangan Beda
Nama/Data, Surat Keterangan Domisili dan Surat
Keterangan Kematian

Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

Pelayanan Surat Permohonan Sertifikat Tanah, Balik
Nama, Pengoperan Hak dan SPPT

Pelayanan Surat Pengantar Nikah

Pelayanan Surat Keterangan Usaha

Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu

Pelayanan Surat Pengantar Izin Keramaian

Pelayanan Surat Pengantar SKCK

w N

0o NN B

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan
Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penialian
kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat
pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan
diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Dualimpoe
Pada Tanggal 02 Januari 2023

LURAH DUALIMPOE

nght Penata Tingkat LIIn/d
NIP. 197011112 2007011027

e

--..._‘_;_..-



LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH DUALIMPOE

KECAMATAN MANIANGPAJO

NOMOR : 11/KPTS/KDL/2023

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR
KELURAHAN DUALIMPOE KECAMATAN MANIANGPAJO

l. Penerbitan Administrasi Kependudukan (Surat Pengantar Akta Kelahiran,
Surat Keterangan Beda Nama/Data, Surat Keterangan Domisili dan
Surat Keterangan Kematian,

Service Delivery (Proses Penyampaian Layanan)

1. Persyaratan
' a. Dokumen/berkas pendukung
b. Tanda pengenal/identitas
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PP : Menerima Layanan
Tmﬂymm Pﬂmia:fsﬁ:‘m \.& Permohonan
Informasi
Prosedur :

Pemohon mengajukan Surat Pengantar Akta Kelahiran, Surat Keterangan
A.  Beda Nama/Data, Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan
Kematian
Ditelaah dan diterima oleh petugas administrasi;
Penelitian berkas dan penanda tanganan pengantar;
Penyampaian berkas kepada operator;
Pengentrian data pemohon dan pencetakan dokumen;

Penelitian hasil cetak dokumen dan pembubuhan tanda tangan serta
stempel Kelurahan;

Pengembalian berkas dan dokumen kepada petugas administrasi untuk
& disampaikan kepada pemohon.
3. Jangka Waktu Penyelesaian
1 Jam
4. Biaya (Tarif)
. Tidak Ada / Grads
5. Produk Layanan )
Dokumen Surat Pengantar Akta Kelahiran, Surat Keterangan Beda Nama/ DEtE,__"
Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Kematian
6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. Online melalui website SPAN-LAFOR! (www.lapor.go.id)
b. Alur Penanganan Pengaduan

® (0 |o

M,

- s ~
Penppuna Layanan Pengelala ) Tim | P::ng;g;_ma I:.u.lrnnnn
Menyampaikan aduan Pengaduar Pengelota menerima jawnban
secara mensrima Pengaduan l pengadusn
lisan/telepon/ tertilis neiumn |

€. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;




- Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan)

Dasar Huku:p

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
c. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan
d. Atas Dasar Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Wajo Nomor 39 Tahun 2011
Tentang Administrasi Kependudukan

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

a. Ruang pelayanan dan meja layanan informasi:

b. Koemputer, printer;

c. Buku tamu dan register

Kompetensi Pelaksana

a. Menguasai administrasi perkantoran
b, Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

c. Memahami regulasi juklak dan juknis

Pengawasan Internal

4. Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi

b. Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus

¢. Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat vang membidangi

Jumlah Pelaksana

2 (Dua} Orang Staf

Jaminan Pelayanan

Pelayanan  yang diberikan  cepat, tepat, lengkap dan  dapat

e dipertanggungjawabkan

Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yvang dilakukan oleh

b pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, vaitu mulai dari teguran lisan,

- teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan
ketentuan vang berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a. Discdiakan ruang tunggu yang representatif

b. Disediakan tempat parkir yang aman

Evaluasi Kinerja Pelaksana )
g, Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala
Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 [satu) kali dalam 1 (satu) tahun.




2. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

~ Service Delivery (Proses Penyampaian Layanan)

Persyaratan

a. Dokumen/berkas pendukung

b. Silsilah Kélua.rga Ditanda tangani oleh semua ahli waris diatas kertas yang
bermaterai

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
| —
-\ﬂ[ ‘\$
Menerima Layanan
Tamu / Pengguna Petugas Pelayanan
Ly I; It . Pn;rmnhn!.:-:‘m
Prosedur :
a. Pemohon mengajukan kelengkapan Adminisirasi
b. Memeriksa Kelengkapan administrasi dan Registrasi
¢. Mengesahkan/Paral Kasi Pemerintaban
d. Mengesahkan/Paraf Seklur
€. Mengesahkan/Tanda Tangani Lurah
f.  Diserahkan kepada petugas untuk distempel dan difotocopy
B- Menyerahan berkas dan dokumen kepada Pemohon
3. Jangka Waktu Penyelesaian
1 Hari Kerja
| 4.  Biaya (Tarif)
| Tidak Ada / Gratis
5. Produk Layanan
| Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris
| 6.  Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

3. Online melalui website SPAN-LAPOR! (www.lapor.go.id)

b.  Alur Penanganan Pengaduan

\\& Prjabat \\_; \‘31
Pengguna Layanan Pangelola Tim Pengguni Layunan
Menyampailkan adusn Pengaduan Pengelols menerima juwsban
BeCara MENETImA Pengaduan pengaduan
lisan/telepon,/ tertulin adusn

¢. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 han kerja;




~ Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan)

1;

Dasar Hukum

d.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negerd
dan Pemerintah Daerah;

Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria;

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

El
b. Komputer, printer, kertas;

Ruang pelayanan dan meja layvanan informasi;

.

Buku Register

Kompetensi Pelaksana

a,

Menguasai administrasi perkantoran

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

c.

Memahami regulasi juklak dan juknis

Pengawasan Internal

.

Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi

C.

Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat vang membidangi

Jumiah Pelaksana

2 (Dua) Orang Staf

Jaminan Pelayanan

H.+

Pelayanan  yang diberikan  cepat, tepat, lengkap dan  dapat
dipertanggungjawabkan

Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan vang dilakukan oleh
pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, vaitu mulai dari teguran lisan,
teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan
ketentuan yang berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a.

Disediakan ruang tunggu vang repreatntaﬁf

b. Disediakan tempat parkir yang aman

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dilakukan rapat vang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Lurah, [{epala.
Scksi dan staf minimal I {satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.




3.

Pelayanan Surat Permohonan Sertifikat Tanah, Balik Nama, Pengoperan
Hak dan SPPT

— Service Delivery (Proses Penyampaian Layanan)

Persyaratan

a. Dokumen/berkas pendukung

b. SPPT / STTS Tanah Tersebut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

P Pelay Menerima Lavanan

Permohonan
Loyarnan Informasi Info 4

Prosedur :

Pemohon mengajukan kelengkapan Administrasi Surat Permohonan
Sertifikat Tanah, Balik Nama, Pengoporan Hak dan SPPT

Memeriksa Kelengkapan administrasi dan Registrasi

Mengesahkan/Paraf Kasi Pemerintahan
Mengesahkan/Paral Seklur

elale o

Mengesahkan/Tanda Tangani Lurah

™

Diserahkan kepada petugas untuk distempel dan difotocopy

8. Menyerahan berkas dan dokumen kepada Pemohon

Jangka Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biava (Tarif)

Tidak Ada / Gratis

Produk Layvanan

Pelayanan Surat Permohonan Sertifikat Tanah, Balik Nama, Pengoperan Hak dan
SPPT

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

3. Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor. go.id)

b. Alur Penanganan Pengaduan

‘\Sd Pembar \ﬁ \
Pengguna Layanan Pengslola Tim Pengguns Layanan
Menyampaikan adusn Pengaduan Penpgelola manerima jawaban
BeCcArA menerims Pengaduan pengaduan
tizan) telepon | tertulis aduan

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;




- Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan)

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun
© 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
¢. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah;

q Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
© pokok Agraria.

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

a. Ruang pelayanan dan meja layanan informasi;

b. Komputer, printer, kertas;

¢. Buku Register

Kompetensi Pelaksana

a. Menguasai administrasi perkantoran

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

¢. Memahami regulasi juklak dan juknis
Pengawasan Internal

a. Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi

b. Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus

c. Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi

.EJI

Jumlah Pelaksana

2 (Dua) Orang Staf

Jaminan Pelayanan

Pelayanan  yang  diberikan cepal, tepat, lengkap dan dapat

% dipertanggungjawabkan

Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan vang dilakukan oleh

b pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, vaitu mulai dari teguran lisan,

- teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan
ketentuan vang berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

4. Disediakan ruang tunggu vang representatif

b. Disediakan tempat parkir vang aman

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dilakukan rapat vang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Knpﬁh;
Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

b.  Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun,




4. Pelavanan Surat Pengantar Nikah

— Service Delivery (Proses Penyampaian Layanan)

1. Persyaratan

a. Dokumen/berkas pendukung

2. Bistem, Mekanisme dan Prosedur

Menerima Layanan

Tamu | Pengguna Petugas Pelavaran
: Permohonan
Layanan Informeasi Fhrstosms

Prosedur :

Pemohon mengajukan kelengkapan Administrasi Pelayanan Surat
Pengantar Nikah

Memeriksa Kelengkapan administrasi dan Registrasi
Mengesahkan/Paraf Kasi Pemerintahan

Mengesahkan /Paraf Seklur

N = B L =l -

Mengesahkan/Tanda Tangani Lurah

g

Diserahkan kepada petugas untuk distempel dan difotocopy

g.  Menverahan berkas dan dokumen kepada Pemohon

1 (satu) har kerja

3. Jangka Wakiu Penyelesaian

1 Har

3 __Biaya (feny

Tidak Ada / Gratis
5. Produk Lavanan

Surat Keterangarni ngkmsaanf Kepemilikan Tanah

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

3. Online melalui website SPAN-LAPOR! (www.lapor.go.id)

b. Alur Penanganan Pengaduan

= : Pejaliat | i ~
Pengguna Layanan | Pengeiala Tim Pengguna Layanan
Menyampallkun adunn Pengaduan Pengelols memerima jownban
secare MEnerima Pengadunn pengadusan
liman{telepon/ tertulis | aduan

¢. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;




—~ Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan)

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tchtang Pedoman
c. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah

|
Undang-undang Rl Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria.

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

a. Ruang pelayanan dan meja layanan informasi;

b, Komputer, printer, kertas;

c. Buku Register

w

Kompetensi Pelaksana

4. Menguasai administrasi perkantoran

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

€. Memahami regulasi juklak dan juknis

Pe_pgaw&san Internal

a. _Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi

b. Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus

¢. Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi

o

Jumlah Pelaksana

2 [Dua) Orang Staf

Jaminan Pelayanan

Pelavanan  yang  diberikan  cepat, tepal, lengkap dan  dapat

“ dipertanggungjawabkan

Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh
b pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan,
- teguran tertulis dan seterusnva, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan
ketentuan yang herlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a. Disediakan ruang tunggu yang representatif

b. Disediakan tempat parkir yang aman

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dilakukan rapat vang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala
Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

b. Survei Kepuasan Masvarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.




5. Pelayanan Surat Keterangan Usaha

- Service Delivery (Proses Penyampaian Layanan)

1. Persyaratan

4. Dokumen/berkas pcndu_kugg

2.  Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Menerima Layanan
Tamu / Pengguna Petugas Pelayanan -
Layanan Informes Pelnininhamlm
Prosedur :
a. Mengajukan Surat Keterangan Usaha
b. Menerima Berkas Usulan
¢. Melakukan verifikasi berkas
d. Memeriksa dan memberi paraf berkas
e, Mengesahkan/Tanda Tangani Lurah
. Memberi stempel dan mengarsipkan
3. Jangka Waktu Penyelesaian
10 Menit
4. Biaya (Tarif)
Tidak Ada / Gratis
5. Produk Layanan
Surat Keterangan Usaha
6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
| a. Pengaduan dapat dilakukan melalui ;
' 1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. Online melalui website SPAN-LAPOR! (www.lapor.go.id)
b. Alur Penanganan Pengaduan
= \\AL Pegnbat \~\_\
Pengguns Layanan | Pemgelala Tim Penggunia Lavanun
| Menymmpaikan aduan Pengaduan Pengelola menerime jawaben
socars mEferima Pengaduan pengaduan
san/telepon, tertulia nduan [

| c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

[ Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;




- Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan)

|1

Dasar Hukum

a.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b.

PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomeor 14 tahun |
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelavanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah

d.

Peraluran Bupati Nomor 23 Tahun 2013 , Peraturan Bupali No.l Tahun
2014 , Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Persyaratan
Administrasi Penerbitan SPPT PBB-P2

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

.

Ruang pelayanan dan meja layanan informasi;

b.

Komputer, printer, kerias;

leo |

C.

Buku Register

a.

Kompetensi Pelaksana

R
c.

Menguasai administrasi perkantoran
Memahami Standar Operasional Prosedur [SOP);

Memahami regulasi juklak dan juknis

Pengawasan Internal

a.

Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi

b.

Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus

s

Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi

o |

Jumlah Pelaksana

2 (Dua) Orang Staf

Jaminan Pelayanan

a.

Pelayanan  vyang  diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat
dipertanggungjawabkan

Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan vang dilakukan oleh
pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dar teguran lisan,
teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan
ketentuan yang berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a+

Disediakan ruang tunggu yang representatif

b.

Disediakan tempat parkir vang aman

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dilakukan rapat vang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Lurah, KEI:'-BE
Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

b.

Survei Kepuasan Masyarakat dilakulkan 1 (satu] kali dalam 1 (satu) tahun.




6. Pelayanan Administrasi Keterangan Tidak Mampu

— Service Delivery (Proses Penyampaian Layanan)

1. Persyaratan

a. Dokumen/berkas pendukung

b, Foto Rumah

2.  Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Tamu / Pengguna Petugas Ptla}rnnan Mm;rim:h;a n"j:fﬂ
Layanan Informasi S
Prosedur :
a&. Pemohon mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu
b.  Memeriksa Kelengkapan administrasi dan Registrasi
¢. Mengesahkan/Paraf Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan
d. Memeriksa dan Mengesahkan/Paraf Seklur
| €.  Mengesahkan/Tanda Tangani Lurah
. Diserahkan kepada petugas untuk distempel dan difotocopy

g  Menyerahan berkas dan dokumen kepada Pemohon

1 (satu) hari kerja

3. Jangka Waktu Penyelesaian

30 Menit

| 4. Biaya (Tarif)

Tidak Ada / Gratis

5. Produk Layanan

Surat Keterangan Tidak Mampu

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui ;

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

3. Online melalui website SPAN-LAPOR! (www.lapor. go.id)

b. Alur Penanganan Pengaduan

Pejabmt \"'\3
Pengguna Layanan \‘ Pengelola Tim \

Menyampaikan adusn Pengadunn Pengelola
gecara METET Tl Pengaduan

lisan/telepon / tertulin | ndusn

¢. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

Pengeguna Layanan
menerima juvwnbian

pengadusn

Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;




- Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan)

[1.

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun
© 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
©. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok,
d. Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo
(Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 10.

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

8. Ruang pelayanan dan meja layanan informasi;

b. Komputer, printer, kertas;

c. Buku Register

Kompetensi Pelaksana

a. Menguasai administrasi perkantoran

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

c. Memahami regulasi juklak dan juknis
Pengawasan Internal

a. Penclitian Berkas oleh Petugas Administrasi

b. Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus

¢. Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi

Jumlah Pelaksana N

2 (Dua) Orang Staf

Jaminan Pelayanan

Pelayanan  yang  diberikan  cepat, tepat, lengkap dan  dapat

i dipertanggungjawabkan

Apabila terjadi pelanggaran ferhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh

b pelaksana pelavanan akan diberikan sanksi, vaitu mulai dari teguran lisan,

" teguran ftertulis dan seterusnva, sestai jenis/bobot pelanggaran dan
ketentuan yang berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a. Disediakan ruang tunggu yang representatif

b. Disediakan tempat parkir yvang aman

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dilakukan rapat vang dihadidi oleh Lurah, Sekretaris Lurah, chaja-

Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 {satu) tahun.




7. Pelayanan Surat Pengantar lzin Kearamaian

— Service Delivery [Proses Penyampaian Layanan)

[ 1. Persyaratan

a. Dokumen/berkas pendukung

b. Materai 10.000,-

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Tamu / Pengguna Pretugas Fl‘]ﬂjl"_ﬂﬂ-ﬂn Mﬂmp m:_hl‘gﬁmn
Layanan Informeas Inf e
Prosedur :

2

Pemohon Mengajukan Permohonan Surat Pengantar Izin Keramaian

Melakukan verifikasi berkas

Memeriksa dan memberi paraf berkas

Mengesahkan/Tanda Tangani Lurah

o an e

Memberi stempel

1 [satu) hari kerja

3. Jangka Waktu Penyelesaian

30 Menit

4. Biaya (Tarif)

Tidak Ada [/ Gratis

5. Produk Layanan

Pengantar Surat Keterangan lzin Keramaian

6., Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

3. Online melalui website SPAN-LAPOR! (www.lapor.go.id)

b. Alur Penanganan Pengaduan

I

Layvanan

Pengguns Layanan Pengguns [
menenma jewnban

Menyvampaikan gdunn ey

secars
limars/ telepen / tertulis

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;




— Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan)

|1,

Dasar Hukum

a.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan
Pelavanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan.

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

a.

Ruang pelayanan dan meja layanan i:?furmasi: .

b.

Komputer, printer, kertas;

C.

Buku Register

a.

Kompetensi Pelaksana

Menguasai administrasi perkantoran

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

C.

Pengawasan lute_rr_m]

Memahami regulasi juklak dan juknis

E+

Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi

b. Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus

C.

Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi

Jumlah Pelaksana

2 [Dua) Orang Staf

Jaminan Pelavanan

H.

Pelayanan  yang diberikan  cepat, tepat, lengkap dan dapat
dipertanggungjawabkan

Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan vang dilakukan oleh
pelaksana pelayvanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan,
teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan
ketentuan yang berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a.
b.

Disediakan ruang tunggu yang representatif

Disediakan tempat parkir yang aman

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dilakukan rapat yang dihadini oleh Lurah, Sekretaris Lurah, K?paia
Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 {satu) bulan;

b. Survei Kepuasan Masvarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 {satu) tahun.




8. Pelayanan Surat Pengantar SKCK

— Service Delivery (Proses Penyampaian Layanan)

1. Persyaratan

" a. Dokumen/berkas pendukung

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Tamu | Pengguna

T Potugas Pelayanan | P 4

Informasi 1nf

\% | \ Menerima Lavanan

Prosedur :

Mengajukan Permohonan Pengantar SKCK

Memeriksa Kelengkapan administrasi dan Registrasi

Mengesahkan/Parafl Kasi Trantib

Mengesahkan/Paraf Seklur

olaie |z B

Mengesahkan/Tanda Tangani Lurah

bl

Memberi stempel dan mengarsipkan

g  Menverahan berkas dan dokumen kepada Pemohon

1 {satu) hari kerja

3. Jangka Waktu Penyelesaian

30 Menit

4. Biava (Tarif)

Tidak Ada / Gratis

5. Produk Lavanan

Surat Pengantar SKCK

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

3. Online melalui website SPAN-LAPOR! (www. lapor.go.id)

b. Alur Penanganan Pengaduan

~a Peisbat | S, ~a
Pecggune Layanan Pengelola | Tim Fengguna Layanan
Menyampaiknn aduan Pengadiian Pengelala menenims jawshen
arcars MECTCrImeE Pengaduan pengadunan
h=an/telepon / terrulis nduan

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;




- Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan)

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
c. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah

Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 179 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
d. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

A. Ruang pelayanan dan meja layanan informasi;

b. Komputer, printer, kertas;

c. Buku Register

Kompetensi Pelaksana

4, Menguasai administrasi perkantoran

b, Memahami Standar Operasional Prosedur [STJ;']:

€. Memahami regulasi juklak dan juknis

Pengawasan Internal

4. Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi

b. Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus

¢. Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi

o

Jumlah Pelaksana

2 (Dua) Orang Staf

Jaminan Pelavanan

Pelayanan vang  diberikan cepat, tepat, lengkap dan dﬂpﬂT

& dipertanggungjawabkan

Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yvang dilakukan oleh

p, Pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, vaitu mulai dari teguran lisan,
feguran tertulis dan seterusnya, sesuai Jjenis/bobot pelanggaran dan
ketentuan yang berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a. Disediakan ruang lunggu yang representatif

b. Disediakan tempat parkir yang aman

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala
Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 {satu) bulan;

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 [satu) kali dalam 1 (satu) tahun,

Ditetapkan di Dualimpoe
Pada Tanggal 02 Januari 2023

_ ' S.E.
Pangkat : Penata Tingkat LIII/d
NIP, 197011112007011027

—
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PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KACAMATAN MANIANGPAJO

KELURAHAN TANGKOLI

JaLan porRos WELE- BELawa KoDE Pos 90852

KEPUTUSAN LURAH TANGKOLI
KECAMATAN MANIANGPAJO
NOMOR : 18/KPTS/TKL/2023

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR
KELURAHAN TANGKOLI KECAMATAN MANIANGPAJO
LURAH TANGKOLI KECAMATAN MANIANGPAJO

Menimbang

Mengingat

a.

3

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yvang baik, dan guna mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan, setiap penvelenggara
pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan
kualitas dan kinerja pelayvanan sesuai kebutuhan
masyarakat dan selaras dengan kemampuan
penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan
masyarakat maka perlu disusun dan ditetapkan Standar
Pelayanan Publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Lurah Tangkoli Kecamatan Maniangpajo

. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494),

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan,;

Peraturan Gubemnur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 144
Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik di
Provinsi Sulawesi Selatan.



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Standar Pelayanan pada Kantor Kelurahan TANGKOLI
tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini

Standar Pelayanan pada Kantor Kelurahan TANGKOLI
Kecamatan MANIANGPAJO meliputi produk/jenis pelayanan :

1. Pelayanan Penerbitan Administrasi Kependudukan (Surat
Pengantar Akta Kelahiran, Surat Keterangan Beda
Mama/Data, Surat Keterangan Domisili dan Surat
Keterangan Kematian

Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

Pelayanan Surat Permohonan Sertifikat Tanah, Balik
Nama, Pengoperan Hak dan SPPT

Pelayanan Surat Pengantar Nikah

Pelayanan Surat Keterangan Usaha

Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu

Pelayanan Surat Pengantar [zin Keramaian

Pelayanan Surat Pengantar SKCK

w N

0N R

: Standar Pelavanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan
Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penialian
kinerja pelavanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat
pengawas dan masyarakat dalam penvelenggaraan pelayanan

publik.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan
diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tangkoli
Fad&l'léatnggal 02 Januari 2023

f' r\' L ’:\;‘%‘\
LHEAHTMGKDLI

--.-——ﬁ S 4 .Q

MAH S. Bnl
Pangkat : Penata Tingkat LIII/c
NIP. 198502052010011013




LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH TANGKOLI

KECAMATAN MANIANGPAJO

NOMOR : 18/KPTS/PP/2023

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR
KELURAHAN TANGKOLI KECAMATAN MANIANGPAJO

1.

Penerbitan Administrasi Kependudukan (Surat Pengantar Akta Kelahiran,
Surat Keterangan Beda Nama/Data, Surat Keterangan Domisili dan
Surat Keterangan Kematian.

Service Delivery (Proses Penyampaian Layanan)

1;

a. Dokumen/berkas pendukung

b. Tanda pengenal/identitas |

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Tamu |/ Pengguna Petugas Pelayanan ‘\:l Mmp Bh[:i}"mm
Lavanan Informasi [n:[nrmal:l;n

Prosedur :

Pemohon mengajukan Surat Pengantar Akia Kelahiran, Surat Keterangan
a. Beda Nama/Data, Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan
Kematian

Ditelaah dan diterima oleh petugas administrasi;

Penelitian berkas dan penanda tanganan pengantar;

Penyampaian berkas kepada operator:

Pengentrian data pemohon dan pencetakan dokumen;

o lelale|e

Penelitian hasil cetak dokumen dan pembubuhan tanda tangan seria
stempel Kelurahan;

g Pengembalian berkas dan dokumen kepada petugas administrasi untuk
" disampaikan kepada pemohon,

Jangka Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya (Tarif)

Tidak Ada / Gratis

Produk Layanan

Dokumen Surat Pengantar Akta Kelahiran, Surat Keterangan Beda Nama/ Data,
Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Kematian

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

3. Online melalui website SP4AN-LAPOR! [www. lapor.go.id)

b. Alur Penanganan Pengaduan

Pejabar | N
Pengguna Layanun Pengelols Tim Pongguna Layanan
Menyampaikan adusn Pengnduan Penigelols menerima iawaban
o MmEnerime Pengadunn pengedian
lisan /telepon ftertulin aduan

€. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja:




- Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan)

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksansan Undang-undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
c. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan
d. Atas Dasar Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Wajo Nomor 39 Tahun 2011
Tentang Administrasi Kependudukan

Sarana, Prasarana, l:lan_j’ atau Fasilitas

a. Ruang pelayanan dan meja layanan informasi;

b. Komputer, printer;

¢, Buku tamu dan register

Kom petensi Pelaksana

a. Menguasai administrasi perkantoran

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

¢. Memahami regulasi juklak dan juknis
Pengawasan Internal

a. Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi

b. Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus

¢. Penelitan Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi

Jumlah Pelaksana

2 (Dua) Orang Staf

Jaminan Pelayanan

Pelayanan  yang  diberikan  cepat, tepat, lengkap dan dapat

o dipertanggungjawabkan

Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan vang dilakukan oleh
pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan,
teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan
ketentuan vang berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelavanan

a. Disediakan ruang tunggu yang representatif

b. Disediakan tempat parkir vang aman

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dilakukan rapat vyang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala
Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

b.  Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.




2. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

— Service Delivery (Proses Penyampaian Layanan)

1. Persyaratan

a. Dokumen/berkas pendukung

b, Silsilah Keluarga Ditanda tangani oleh semua ahli waris diatas kertas yang
bermaterai

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Tamu [ Pengguna Prtugas Polayanan Mesyeri ﬂhﬁn
Layanan Tnformasi Permo :
Informasi
Prosedur :

Pemohon mengajukan kelengkapan Administrasi

Memeriksa Kelengkapan administrasi dan Registrasi

Mengesahkan /Paral Kasi Pemerintahan
Mengesahkan/Paraf Seklur

o |elo s P

Mengesahkan/Tanda Tangani Lurah

f.  Diserahkan kepada petugas untuk distempel dan difotocopy

g  Menyerahan berkas dan dokumen kepada Pemohon

3. Jangka Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja

4. Biaya (Tarif) )
Tidak Ada / Gratis

5. Produk Layanan

Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola ﬁengaduan

2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

3. Online melalui website SPAN-LAPOR! (www.lapor.go.id)

b.  Alur Penanganan Pengaduan

| Pengmina Layanan Tim Penppuna Lavaran
Menyampaikan aduan Pengelola menerime jawaban
ACCATE Pengadunn pengndun
liman/ telapon M tertulis

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;




~ Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan)

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

FP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun
| © 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
¢. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah;

Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria;

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

a. Ruang pelayanan dan meja layanan informasi;

b. Komputer, printer, kerias;

¢, DBuku Register

3. Kompetensi Pelaksana

a. Menguasai administrasi perkantoran
b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

c. Memahami regulasi juklak dan juknis
4. Pengawasan Internal
4. Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi

b. Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus

¢. Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi

5. Jumlah Pelaksana

2 (Dua) Orang Staf

| 6. Jaminan Pelayanan

Pelavanan  yang  diberikan  cepat, tepat, lengkap dan  dapat

ok dipertanggungjawabkan

Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh

p, Pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan,

- teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan
ketentuan yang berlaku.

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayvanan

a. Disediakan ruang tunggu vang representatil

b. Disediakan tempat parkir yang aman

| &

8. Ewaluasi Kinerja Pelaksana

Dilakukan rapat vang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala
Seksi dan staf minimal 1 [satu) kali dalam 1 {satu) bulan:

b. Survei Kepuasan Masvarakat dilakukan | (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.




3. Pelayanan Surat Permohonan Sertifikat Tanah, Balik Nama, Pengoperan
Hak dan SPPT

— Service Delivery (Proses Penyampaian Layanan)

1. Persyaratan
a. Dokumen/berkas pendukung

b. SPPT / STTS Tanah Tersebut

2.  Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Tamu / Penggunia

Yavarsari Petuigas Peinyanan Permohonan

Informasi Informasi

l \%‘ \ T
|

Prosedur :

Pemohon mengajukan kelengkapan Administrasi Surat Permohonan
Sertifikat Tanah, Balik Nama, Pengoporan Hak dan SPPT
Memeriksa Kelengkapan administrasi dan Registrasi
Mengesahkan/Paraf Kasi Pemerintahan

Mengesahlkan /Paral Seklur

Mengesahkan/ Tanda Tangani Lurah

Diserahkan kepada petugas untuk distempel dan difotocopy

ol = e = -

=

8. Menyerahan berkas dan dokumen kepada Pemohon

3. Jangka Waktu Penvelesaian
30 Menit

4.  Biaya (Tarif)
Tidak Ada / Gratis

' 5. Produk Layanan

Pelayanan Surat Permohonan Sertifikat Tanah, Balik Nama, Pengoperan Hak dan
SPPT

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

4. Pengaduan dapat dilakukan melalui -
1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
2, Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. Online melalui website SPAN-LAPOR! (www. lapor.go.id)

b. Alur Penanganan Pengaduan

Penmmina Luyanan Peniggune Layanan
Menvampaikan aduan metierims jawaban
NOCATE pengaduan

lisan/telepon / tertulis

. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;




— Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan)

[ES

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Fednma::f
€. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah;

Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

9 pokek Agraria.

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

4. Ruang pelayanan dan meja layanan informasi:

b. Komputer, printer, kertas;

¢. Buku Register

Kompetensi Pelaksana

d. Menguasai administrasi perkantoran

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

c. Memahami regulasi juklak dan juknis
Pengawasan Internal

a. Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi

b. Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus

¢. Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat vang membidangi

Jumlah Pelaksana

2 [(Dua) Orang Staf

Jaminan Pelayanan

Pelayanan  yang  diberikan cepat, tepat, lengkap dan  dapat

& dipertanggungjawabkan

Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh

b pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan,

- teguran tertulis dan seterusnya, sesuai Jenis/bobot pelanggaran dan
ketentnan vang berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a. Disediakan ruang tunggu yang representatif

b, Disediakan tempat parkir yang aman

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dilakukan rapat yang dihaditi oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala

% Seksidan staf minimal | (satu) kali dalam 1 {satu) bulan;

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan | (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.




4. Pelayanan Surat Pengantar Nikah

— Service Delivery (Proses Penyampaian Layanan)

1. Persyvaratan

a. Dokumen/berkas pendukung

2,  Sistem, Mekanisme dan Prosedur

\H Menerima Layanan

Tamu | Pengguna Petugas Pelayvanan ! e iy

Layanan Informasi P

Prosedur ;

Pemohon mengajukan kelengkapan Administrasi Pelavanan Surat
Pengantar Nikah

Memeriksa Kelengkapan administrasi dan Registrasi

Mengesahkan/Paraf Kasi Pemerintahan

Mengesahkan / Paraf Seklur

pramnig p

Mengesahkan/Tanda Tangani Lurah

M

Diserahkan kepada petugas untuk distempel dan difotocopy

B. Menyerahan berkas dan dokumen kepada Pemohon

1 [satu) hari kerja

3.  Jangka Waktu Penyelesaian

1 Hari

4.  Biaya (Tarif)
Tidak Ada / Gratis

5. Produk Layanan

Surat Keterangan Penguasaan/ Kepemilikan Tanah

| 6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

3. Online melalui website SPAN-LAPOR! (www.lapor.go.id)
b. Alur Penanganan Pengaduan

Penppuna Layanan
Menyampallan sduan

Recora
lizan /telepon/ termulis I

Pengguna Layanan
meneryms jpwaharn
pengaduan

¢. Jangka Waktu Penvelesaian Pengaduan:

Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;




- Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan)

1

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun

b 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
¢. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Rl Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria.

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

a. Ruang pelayanan dan meja layanan informasi;

b. Komputer, printer, kertas;

¢. Buku Register

Kompetensi Pelaksana

a. Menguasai administrasi perkantoran

b. Memahami Standar Operasional Prosedur ESDE];

¢. Memahami regulasi juklak dan juknis

Pengawasan Internal

a. Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi

b, Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus

. Penclitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi

Jumlah Pelaksana

2 [Dua) Orang Staf

Jaminan Pelayanan

Pelayanan  yang  diberikan  cepat, tepat, lengkap dan dapat
dipertanggungjawabkan

4.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh

b, Pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan,

- teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan
ketentuan vang berlaku,

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a. Disediakan ruang tunggu yang representatif

b. Disediakan tempat parkir yang aman

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dilakukan rapat vang dihadidi oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala
Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

—

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.




5. Pelayanan Surat Keterangan Usaha
Service Delivery (Proses Penyampaian Layanan)

Persyaratan

a. Dokumen/ berkas fmndr_p!:ung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Tamu [ Pengpurna Petugas Pelavanan Mmp :hLa}.'anan
Layanan Informasi I /
L
Prosedur :

a. Mengajukan Surat Keterangan Usaha

Menerims Berkas Usulan

Melakukan verifikasi berkas

Memeriksa dan memberi paraf berkas

=R belli

Mengesahkan/Tanda Tangani Lurah

H

Memberi stempel dan mengarsipkan

Jangka Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya (Tarif)

Tidak Ada / Gratis

Produk Layanan

Surat Keterangan Usaha

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

4. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. Oniline melalui website SP4N-LAPOR| (www.lapor.go.id)

b. o

Alur Penanganan Pengaduan

Fongpuna Lavanen Tirm \3‘
Menyampaikan adisan Penpelala
BEOEM Pengaduan
h#an {telepon/ terculia |
¥

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

Pengguna bayanan
menarima jawaban
Pengadunn

Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;




- Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan)

pamr Hukum ]

1.

ﬁl

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah

d.

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 , Peraturan Bupati No.1 Tahun
2014 , Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Persyaratan
Administrasi Penerbitan SPPT PBB-P2

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

[ ]

al‘

Ruang pelayanan dan meja_ layanan informasi;

b. Komputer, printer, kertas;

CI

Buku Register

Kompetensi Pelaksana

a. Menguasai administrasi perkantoran

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

C.

Memahami regulasi juklak dan juknis

Pengawasan Internal

a. Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi

b. Penelitian Berkas aleh Petugas Khusus

C.

Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat vang membidangi

Jumlah Pelaksana

2 (Dua) Orang Staf

Jaminan Pelayanan

a.

Pelayanan  vang  diberikan cepat, tepat, lengka dan dapat |
dipertanggungjawabkan ! =

Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh
pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan,
teguran  tertulis dan sclerusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan
ketentuan yang berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayvanan

H.

Disediakan ruang tunggu yang representatif

b. Disediakan tempat parkir yang aman
8. [Evaluasi Kinerja Pelaksana
= DﬂaiEukan tapal yang dihadii oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala
Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 [satu) bulan:
b. Survei Kepuasan Masvarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 [satu) tahun,




6. Pelayanan Administrasi Keterangan Tidak Mampu

Service Delivery (Proses Penyampaian Layanan)

|. Persyvaratan
a, Dokumen/berkas pendukung
b. Foto Rumah
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
M
Tamu / Pengguna Petugas Priavanan mﬁmwhn:hlfninanﬂn
Layanan inigrmas Informasi
Prosedur :
4. Pemohon mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu
b. Memeriksa Kelengkapan administrasi dan Registrasi
€. Mengesahkan/Paraf Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan
d. Memeriksa dan Mengesahkan/Paraf Seklur B
e.  Mengesahkan/Tanda Tangani Lurah
f.  Diserahkan kepada petugas untuk distempel dan difotocopy
g  Menyerahan berkas dan dokumen kepada Pemohon
B 1 (satu) hari kerja
3. Jangka Waktu Penyelesaian
30 Menit
4.  Biaya [Tarif)
| Tidak Ada / Gratis
3.  Produk Layanan
Surat Keterangan Tidak Mampu
6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
| . Pengaduan dapat dilakukan melalui :
1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor,go.id)
b. Alur Penanganan Pengaduan
\{ Prinbat ]\\ ]
Pengguna Lavanan Pengelola Tam Pengmuna Layanan
Menyampaikan adean Pengaduan Pengelola menerims javeban
prrlipaes meneTIma Pengaduan peagaduan
liman / telepen f tertulis ‘ ‘ aduan \
€. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
Pengaduan ringan, selambat-lam batnya 5 hari kerja; i




- Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan)

Dasar Hukum

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
c. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tugas Pukui;:,
d. Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo
(Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 10.

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

a. Ruang pelayanan dan meja layanan informasi:

b. Komputer, printer, kertas;

c. Buku Register

Kompetensi Pelaksana

a. Menguasai administrasi perkantoran

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);

€. Memahami regulasi juklak dan juknis
Pengawasan Internal

a. Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi

b. Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus

€. Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi

Jumlah Pelaksana '

2 (Dua) Orang Staf

Jaminan Pelayanan

i Pelayanan  yang  diberikan cepat,  tepat, lengkap dan dapat
- dipertanggungjawabkan

Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan vang dilakukan oleh

b, Pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan,
teguran tertulis dan selerusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan
ketentuan yang berlaku.

=

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelavanan

4. Disediakan ruang tunggu Yang representatif

b. Disediakan tempat parkir yang aman

Evaluasi Kinerja Pelaksana

“ Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala
Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 {satu) bulan:

]

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.




7. Pelayanan Surat Pengantar lzin Kearamaian

- Service Delivery (Proses Penyampaian Layanan)

Persyaratan

a. Dokumen/berkas pendﬁkung

b. Materai 10.000,-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Tamu / Pengguna Petupas Pelayanan
Layanan Informasi

Menerima Layanan
Permohonan
Informasi

Prosedur :

Pemohon Mengajukan Permohonan Surat Pengantar lzin Keramaian

Melakukan verifikasi berkas

Mengesahkan/Tanda Tangani Lurah

a
b.
¢, Memeriksa dan memberi paraf berkas
d
e

Memberi stempel

1 (satu) hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya (Tarif)

Tidak Ada / Gratis

Produk Layanan

Pengantar Surat Keterangan Izin Keramaian

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

4. Pengaduan dapat dilakukan melalui -
1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

3. Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)

b.  Alur Penanganan Pengaduan

Pengguna Layanan Pengguna Layanan
Menyampaiksn adusan meterima jawaban
pengaduny

SeCETE
lisan/telepon f tertulin

. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

Pengaduan ringan, selamba t-lambatnya 5 hari kerja:




8. Pelayanan Surat Pengantar SKCK

Service Delivery ([Proses Penyampaian Layanan)

Persyvaratan

a. Dokumen/berkas pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Tamu / Pengpuna
Layanan

Petugas Pelayanan
Informas

N \\i

Prosedur :

Mengajukan Permohonan Pengantar SKCK

Memeriksa Kelengkapan administrasi dan Registrasi

Mengesahkan /Paraf Kasi Trantib

Mengesahkan /Paraf Seklur

g ol kb= s

Mengesahkan/Tanda Tangani Lurah

™

Memberi stempel dan mengarsipkan

g. Menyerahan berkas dan dokumen kepada Pemohon

1 {satu) hari kerja

Jangka Waktu Penvelesaian

30 Menit

Biaya (Tarif)

Tidak Ada / Gratis

Produk Layanan

Surat Pengantar SKCK

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

3. Online melalui website SPAN-LAPOR! (www.lapor.go.id)

b. Alur Penanganan Pengaduan

\"3"! Pejatet | | Ty
Penggunn Layanar Pengelols Timn Pcngg!..lna :ll.li}'unm
Menyampsikan adusn Pengaduan Pengelola menerima jowaban
PHPpIREERY mererima Pengadusn pengaduan
‘ liman / telepon f tertulis adiian

¢. Jangka Waktu Penvelesaian Pengaduan:

Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 han kerja;




- Manufacturing (Pengelolaan Pelayanan)

1. Dasar Hukum

a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun
© 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
c. Pengelolaan Pelavanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah

Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 179 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
d. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

a. Ruang pelayanan dan meja layanan informasi;

b. Komputer, printer, kertas;

c. Buku Register

3. Kompetensi Pelaksana

a. Menguasai admuuslraal perkantoran

b. Memahami Standar Gpcmslanal Prosedur (SOP);

c. Memahami regulasi juklak dan juknis

4. Pengawasan Internal

a. Penelitian Berkas oleh Petugas Administrasi

b. Penelitian Berkas oleh Petugas Khusus

c. Penelitian Draf Final Dilakukan Oleh Kasi / Pejabat yang membidangi

' 5. Jumlah Pelaksana

2 (Dua) Orang Staf

6. Jaminan Pelayanan

Pelayanan  vyang  diberikan cepat, fepat, lengkap dan  dapat

S dipertanggungjawabkan

Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh
pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan,

3 teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan
ketentuan yang berlaku.

| 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a. Disediakan ruang tunggu yang representatif

b. Disediakan tempat parkir yang aman

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

= Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala
Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 {satu) bulan;

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun,

Ditetapkan di Tangkoli

02 Januari 2023
ﬁﬁaﬂé\“‘

"Pangkat : Penata Tingkat LIII/c
IP. 198502052010011013



